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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tindakan Pemerintah 
yang dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan kewenangan dan untuk 
mengetahui Penyalahgunaan Kewenangan yang dilakukan oleh 
Pemerintah berimplikasi pada Tindak Pidana Korupsi.  
 
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif guna 
mendapatkan hasil penelitian yang relevan. Penelitian dilakukan dengan 
Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan historis, dan Pendekatan 
konseptual. Bahan-bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah; 
Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan 
mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan Bahan Hukum 
Sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan 
mengenai bahan hukum primer. Pengumpulan bahan hukum dalam 
penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dianalisa secara content 
analysis. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tindakan pemerintah pada 
dasarnya didasari oleh peraturan perundang-undangan (asas legalitas). 
Namun, pemerintah diberikan ruang gerak untuk menjalankan aktivitasnya 
di luar yang diatur dari undang-undang, yang disebut diskresi. Adapun 
tindakan pemerintah yang tidak berdasar kepada kedua hal tersebut maka 
disebut sebagai penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan 
kewenangan ini selanjutnya terbagi atas tiga bagian. Kemudian, kebijakan 
pejabat tidak termasuk kompetensi pengadilan untuk menilai sesuai 
dengan yurisprudensi ilmu hukum. Sekalipun kebijakan tersebut diambil 
dari suatu proses yang diindikasikan telah terjadi penyalahgunaan 
kewenangan, maka kompetensi pengujiannya hanya terletak pada 
penyalahgunaan kewenangan itu, bukan pada kebijakannya. 
Penyalahgunaan kewenangan bukan merupakan suatu tindak pidana 
melainkan pelanggaran administratif. Adapun tujuan yang mendasari 
tindakan penyalahgunaan kewenangan tersebut karena untuk 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka pejabat 
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A. Latar Belakang Masalah 
Cita Negara Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat 
sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Implikasi dari 
adanya cita  negara adalah  penyelenggaraan negara baik dari aspek 
politik, ekonomi, sosial, maupun budaya yang diupayakan untuk 
mewujudkan cita negara tersebut. Untuk mewujudkan cita negara, 
penyelenggaraan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah yang 
berdaulat haruslah berdasar kepada Pancasila1 sebagai dasar negara.2  
Pemerintah yang berdaulat sebagai salah satu unsur negara3 
diselenggarakan dalam konsep Indonesia sebagai negara hukum4. 
                                                           
     
1
 Pancasila merupakan dasar filosofi bagi negara dan tertib hukum bangsa Indonesia. 
Selain itu, Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat 
Indonesia, maka pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warganya karena 
pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat. 
(sebagaimana dijelaskan Khaelan dalam Negara Kebangsaan Pancasila-
Kultural,Historis,Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya, Yogyakarta: Paradigma, 2013, h. 
50.) 
     
2
 Keberadaan Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis tersimpul dalam alinea 
ke-IV Pembukaan UUD NRI 1945. Dalam Pembukaan UUD NRI 1945 tidak tercantum 
kata „Pancasila‟ secara eksplisit namun anak kalimat “…dengan berdasarkan kepada….” 
Ini memiliki makna dasar negara adalah Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi 
historis sebagaimana ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar negara Indonesia itu disebut 
dengan istilah „Pancasila‟. (sebagaimana dijelaskan Khaelan dalam Negara Kebangsaan 
Pancasila-Kultural,Historis,Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya, Yogyakarta: Paradigma, 
2013, h. 49.) 
     
3
 Unsur-unsur negara secara yuridis dikemukakan oleh Logemann, yang terdiri dari: 
1. Gebiedsleer (wilayah hukum) yang meliputu darat, laut, udara, serta orang dan 
batas wwewenangnya, 
2. Persoonsleer (subyek hukum) yaitu pemerintah yang berdaulat, 
2 
Artinya, pemerintah dalam menjalankan kewenangannya mengatur 
pemerintahan didasarkan pada landasan peraturan perundang-undangan 
yang mengikatnya karena kewenangan merupakan kekuasaan yang 
mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia.5 
“Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely”, hal 
inilah yang diutarakan oleh sejarawan Inggris, Lord Acton. Semakin besar 
kekuasaan dan kewenangan seseorang, semakin besar pula potensi 
melakukan korupsi. Menurut Hunting6, kesempatan politik yang melebihi 
kesempatan ekonomi menjadikan individu untuk menggunakan 
kekuasaannya guna memperkaya diri sendiri, sedangkan jika kesempatan 
ekonomi melebihi kesempatan politik menjadikan individu untuk 
menggunakan kekayaannya guna membeli kekuasaan politik. Itu artinya, 
seperti yang dikatakan oleh James C. Scott7 bahwa korupsi berkaitan 
dengan kewenangan yang dimiliki. 
Korupsi yang seringkali berkaitan dengan penyalahgunaan 
kewenangan oleh pejabat selanjutnya menjadi bahan hukum yang 
                                                                                                                                                                
3. De leer van de rechtsbetrekking (hubungan hukum) yaitu hubungan hukum 
antara penguasa dan yang dikuasasi, termasuk hubungan hukum keluar dengan 
negara lainnya secara internasional.  
(sebagaimana dijelaskan Abu Daud Busroh dalam Ilmu negara, Jakarta: PT Bumi 
Aksara, 2001, h. 82.) 
     
4
 Perumusan yang dipakai oleh pembentuk UUD NRI 1945 yaitu, “Indonesia adalah 
negara yang berdasarkan atas hukum” dengan rumusan “rechstaat” di antara dua tanda 
kutip menunjukkan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari konsep negara 
hukum pada umumnya, namun dikondisikan dengan situasi Indonesia atau digunakan 
dengan ukuran pandangan hidup atau pandangan negara kita.  
     
5
 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Press, 1982, h. 
259-260. 
     
6
 Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi 
Negara), Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 72. 




mendasari peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak 
pidana korupsi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang 
mengatur bahwa: 
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur 
hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” 
 
Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, 
seringkali ditemukan unsur “melawan hukum” dan “menyalahgunakan 
kewenangan” yang diikuti dengan unsur “kerugian negara” sebagai dasar 
untuk mendakwa seorang pejabat telah melakukan tindak pidana korupsi 
semata-mata berdasarkan perspektif hukum pidana tanpa 
mempertimbangkan bahwa ketika seorang pejabat melakukan 
aktivitasnya, pejabat tersebut tunduk dan diatur oleh norma hukum 
administrasi. Seringkali pula ditemukan unsur “merugikan keuangan 
negara” yang dijadikan dugaan awal untuk mendakwa seorang pejabat 
tanpa disebutkan terlebih dahulu bentuk pelanggarannya. Suatu pemikiran 
yang terbalik. Unsur “merugikan keuangan negara” merupakan akibat 
4 
adanya pelanggaran hukum yang dilakukan seorang pejabat. Seorang 
pejabat yang menggunakan keuangan negara tidak dapat dikategorikan 
sebagai tindakan yang “merugikan keuangan negara” jika pejabat yang 
bersangkutan bertindak sesuai hukum yang berlaku.8 
Lebih lanjut Indriyanto Seno Adji mengemukakan bahwa persoalan 
menyalahgunakan kewenangan dan korupsi bukanlah pada pemahaman 
kebijakan, tetapi lebih kepada persoalan hubungan antara kewenangan 
dengan penyuapan (bribery). Kewenangan pejabat publik yang berkaitan 
dengan kebijakan, baik kewenangan yang terikat maupun kewenangan 
yang bebas, tidak menjadi ranah hukum pidana sehingga kasus-kasus 
korupsi yang belakangan ini sering terjadi di Indonesia yang berkaitan 
dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan melawan 
hukum menimbulkan kesan adanya suatu kriminalisasi kebijakan.9   
Pada dasarnya konsep “menyalahgunakan kewenangan” berada 
pada wilayah “grey area”10. Ada persinggungan antara norma hukum 
pidana dengan norma hukum administrasi. Dalam kerangka hukum 
administrasi negara, parameter yang membatasi gerak bebas 
kewenangan aparatur negara (discretionary power) adalah “detournement 
de pouvouir” (penyalahgunaan kewenangan) dan “willekeur” (tindakan 
sewenang-wenang), sedangkan dalam area hukum pidana juga memiliki 
                                                           
     
8
 Ridwan H. R, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada: 
Jakarta, 2010, h. 376. 
     
9
 Abdul Latif, Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, Prenada 
Media Group: Jakarta, 2014, h. 41. 
     
10
 “Grey area” yang dimaksud adalah adanya perspektif yang multitafsir terhadap 
suatu obyek. 
5 
kriteria yang membatasi gerak bebas kewenangan aparatur negara 
berupa unsur “wederrechtelijkheid”11.  
Permasalahannya adalah manakala aparatur negara melakukan 
perbuatan yang dinilai menyalahgunakan kewenangan dan melawan 
hukum, artinya mana yang akan dijadikan ujian bagi penyimpangan 
aparatur negara ini, hukum administrasi negara ataukah hukum pidana, 
khususnya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Pemahaman yang 
berkaitan dengan penentuan yurisdiksi inilah yang masih sangat terbatas 
dalam kehidupan praktik yudisiel.12   Berdasarkan latar belakang tersebut, 
maka penulis berinisiatif mengangkat sebuah judul “Tinjauan Hukum 
Administrasi Terhadap Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak 
Pidana Korupsi”. 
B. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah: 
1. Sejauh manakah Tindakan Pemerintah dikatakan sebagai 
Penyalahgunaan Kewenangan? 
2. Sejauh manakah Penyalahgunaan Kewenangan yang dilakukan oleh 
Pemerintah berimplikasi pada Tindak Pidana Korupsi? 
 
 
                                                           
     
11
 “Wederrechtelijkheid” adalah suatu perbuatan/tidak berbuat yang bertentangan 
dengan hukum/undang-undang hak orang lain, kewajiban hukum si pelaku, kesusilaan, 
sikap hati-hati, sebagaimana sepatutnya dalam lalu lintas hidup bermasyarakat terhadap 
diri atau barang orang lain. (Sebagaimana dikutip dalam Simorangkir dkk, Kamus 
Hukum, Sinar Grafika: Jakarta, 2000, h. 187.) 
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 Ridwan H. R, Op. Cit. 
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C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  
1. Untuk mengetahui Tindakan Pemerintah yang dapat dikatakan 
sebagai penyalahgunaan kewenangan; dan 
2. Untuk mengetahui Penyalahgunaan Kewenangan yang dilakukan oleh 
Pemerintah berimplikasi pada Tindak Pidana Korupsi. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bahan kajian sebagai 
suatu usaha mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis 
dan sistematis tentang penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah 
dan tindak pidana korupsi. 
2. Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat 
menambah pengetahuan dan wawasan serta pemahaman yang 
menjadi bahan masukan yang berguna dalam upaya menjadikan 










A. Hukum Administrasi 
1. Administrasi Negara 
Pada tahun 1955 Dwight Waldo telah memperingatkan agar kita 
berhati-hati dalam menyusun suatu definisi, apalagi definisi tentang 
hukum administrasi. Dikatakan olehnya sebagai berikut:  
“sesungguhnya tidak ada definisi yang tepat tentang hukum 
administrasi. Mungkin ada definisi yang ringkas tetapi tidak dapat 
memberikan penjelasan yang memuaskan. Perumusan hukum 
administrasi yang hanya terdiri dari satu kalimat atau satu paragraf 
saja, tidak akan membuka tabir persoalan.....”13 
 
Kata administrasi berasal dari Bahasa Latin “administrare” yang 
berarti “to manage”. Deviasinya antara lain menjadi “administratio” yang 
berarti bestuuring atau pemerintahan. Dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, administrasi diartikan sebagai; pertama, usaha dan kegiatan 
yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara 
penyelenggaraan pembinaan organisasi; kedua, usaha dan kegiatan yang 
berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan; 
ketiga, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; 
keempat, kegiatan kantor dan tata usaha.14 
                                                           
     
13
 Pamudji, Ekologi Administrasi Negara, Bina Aksara: Jakarta, 1985, h. 20. 
     
14
 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta 1994, 
h. 8. Dalam American Heritage Dictionary, “administration” diartikan antara lain: a) The 
act or proccess of administering, especially the management of a government or alrge 
institution; b) The activity of a government or state in the exercise of its power and duties; 
c) The executive branch of a government. Dalam Concise Oxford Dictionary, the 
government in power; the term of office of a political leader or government, (in the US) a 
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Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa administrasi negara 
mempunyai tiga arti, yaitu; pertama, sebagai salah satu fungsi 
pemerintahan; kedua, sebagai aparatur (machinery) dan aparat 
(apparatus) daripada pemerintah; ketiga, sebagai proses 
penyelenggaraan tugas pekerjaan pemerintah yang memerlukan 
kerjasama tertentu.15 Menurut Bintoro Tjokroamidjojo administrasi negara 
adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan 
peralatannya guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah.16 Bahsan Mustafa 
mengartikan administrasi negara sebagai gabungan jabatan yang 
dibentuk dan disusun secara bertingkat yang diserahi tugas melakukan 
sebagian dari pekerjaan pemerintah dalam arti luas, yang tidak diserahkan 
kepada badan-badan pembuat undang-undang dan badan-badan 
kehakiman.17 E. Utrecht menyebutkan bahwa administrasi negara adalah 
                                                                                                                                                                
government agency. Dalam PCP English Dictionary; “the administration” diartikan “the 
government”. Kamus Oxford Advanced Learners Dictionary mengartikan “administration” 
dengan “management of affairs; public affairs, government policy: US; that part of the 
government which manage public affairs”. Dalam Kamus Hukum Belanda-Indonesia, 
“administratie” diartikan sebagai pengelolaan (bediening, beheer), pengadministrasian, 
juga pemerintahan, Marjanne Termorshuizen, Kamus Hukum Belanda-Indonesia, 
Djambatan, Jakarta, 1999, h. 12; R.K. Kuipers dalam Geillusteerd Woordenboek 
Nederlandsche Taal pada “entri administratie” mengartikan sebagai, “bestuur; 
waarneming van een ambt of eene handelszaak; zorg voor de handhaving van de 
bestaande verordeningen”; sementara dalam Rechtsgeleerd Handwoordenboek, 
“administratie” diartikan sebagai “bediening; de feitelijke uitvoering ene bestuurstaak; 
inzonderheid, ongespecificeerde aanduilding van enige openbare dienst of openbaar 
bestuur; de administratie wel het geheel der uitvoerende organen in instanties 
samengevat”. Dalam Kamus Jerman, “administrasi” diterjemahkan dengan “verwaltung”, 
yang mengandung arti pemerintahan; verwaltungs appart; aparatur pemerintahan, 
verwaltung bezirk; wilayah pemerintahan. (sebagaimana telah dikutip dalam Ridwan H. 
R, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2010, h. 28.)       
     
15
 Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1981, 
h. 11. 
     
16
 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada 
University Press: Yogyakarta, 2008, h. 5. 
     
17
 Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, Citra Aditya Bakti: 
Bandung, 2001, h. 6. 
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gabungan jabatan, aparat (alat) administrasi yang dibawah pimpinan 
pemerintah melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah.18 Menurut 
Dimock dan Dimock administrasi negara adalah aktivitas-aktivitas negara 
dalam melaksanakan kekuasaan-kekuasaan politiknya; dalam arti sempit, 
aktivitas-aktivitas badan-badan eksekutif dan kehakiman atau khususnya 
aktivitas-aktivitas badan eksekutif saja dalam melaksanakan 
pemerintahan.19 Dari beberapa pendapat tersebut dapatlah diketahui 
bahwa administrasi negara adalah keseluruhan aparatur pemerintah yang 
melakukan berbagai aktivitas atau tugas-tugas negara selain tugas 
pembuatan undang-undang dan pengadilan.20  
 
2. Hukum Administrasi Negara 
Hukum Administrasi Negara dikenal berbagai sinonim, yaitu Hukum 
Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Negara dalam arti sempit. 
Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Muslim 
Indonesia memakai istilah Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata 
Usaha Negara. Universitas Gajah Mada dan Universitas Airlangga 
memakai istilah Hukum Tata Pemerintahan. Kesepakatan pengajar mata 
kuliah sejenis di Cibulan 1973 menganjurkan istilah Hukum Administrasi 
                                                           
     
18
 E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas: 
Surabaya, 1986, h. 9. 
     
19
 Ridwan H. R, Op. Cit., h. 29. 
     
20
 Pada perkembangannya, meskipun tugas administrasi negara itu dikecualikan dari 
kegiatan membuat undang-undang atau peraturan perundang-undangan dan kegiatan 
mengadili, akan tetapi dalam perkembangan tugas-tugas pemerintahan dewasa ini 
kegiatan administrasi negara juga tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dengan kegiatan 
pembuatan peraturan perundang-undangan dan kegiatan mengadili. 
10 
Negara, namun demikian setiap fakultas bebas untuk memakai istilah 
yang dipakai.21 Berbagai pengertian administrasi negara memberikan 
pemahaman terkait Hukum Administrasi Negara yang diberikan oleh para 
pakar hukum, diantaranya sebagai berikut:22 
1. Van Vollenhoven; 
Hukum Administrasi Negara adalah suatu gabungan ketentuan yang 
mengikat badan-badan yang tinggi maupun yang rendah apabila 
badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan 
kepadanya oleh Hukum Tata Negara.  
2. De La Bassecour Laan 
Hukum Administrasi Negara adalah himpunan peraturan-peraturan 
tertentu yang menjadi sebab negara berfungsi (beraksi), maka 
peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-hubungannya antara tiap-
tiap warga negara dengan pemerintahannya.  
3. Muchsan 
Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai struktur dan 
kefungsian administrasi negara. 
4. Parjudi atmosudirjo 
Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai pemerintah 
beserta aparaturnya yang terpenting, yakni administrasi negara. 
 
 
                                                           
     
21
 Willy D.S. Voll, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Sinar Grafika: 
Jakarta, 2014, h. 3.  
     
22
 Jawade Hafidz Arsyad, Op. Cit., h. 192. 
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5. J.H. Logemann 
Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai hubungan 
antara jabatan-jabatan satu dengan lainnya serta hubungan hukum 
antara jabatan-jabatan negara itu dengan para warga masyarakat.23 
6. J. M. Baron de Gerando 
Hukum Administrasi Negara adalah peraturan-peraturan yang 
mengatur hubungan timbal balik antara rakyat dengan pemerintah.24 
 
B. Kekuasaan dan Kewenangan Pemerintah 
1. Pengertian 
Oxford Advanced Dictionary menjelaskan dari sudut etimologi, 
kekuasaan secara sederhana dan umum diartikan sebagai “kemampuan 
berbuat atau bertindak” (power is an ability to do or act), sedangkan di 
dalam Black‟s Law Dictionary, kekuasaan diberi pengertian sebagai “... an 
ability on the part of a person to reduce a change in a given legal relation 
by doing a given act” ataupun juga “..., is a liberty or authority reserved by, 
or limited to, a person to dispose of real or personal property, for his own 
benefit of others, or enabling one person to dispose of interest which is 
vested in another”.25  
                                                           
     
23
 Prins dan Kosim Adisapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Pradnya 
Paramita: Jakarta, 1983, h. 10. 
     
24
 Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, LaksBang: 
Yogyakarta, 2008, h. 16. 
     
25
 S.F. Marbun dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII 
Press: Yogyakarta, 2001, h. 41. 
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Kekuasaan berasal dari kata “power” (Inggris) dan “macht” 
(Belanda). Sedangkan kata “wewenang” berasal dari kata “competence” 
(Inggris) dan “gezag” (Belanda). Dari kedua istilah tersebut jelas tersimpul 
perbedaan makna dan pengertian sehingga dalam penempatan kedua 
istilah tersebut haruslah dilakukan secara cermat dan hati-hati. 
Penggunaan atau pemakaian kedua istilah tersebut nampaknya tidak 
terlalu dipermasalahkan dalam realitas penyelenggaraan pemerintahan 
kita. Hal itu memberikan kesan dan indikasi, bahwa bagi sebagian 
aparatur dan pejabat penyelenggara negara atau pemerintahan kedua 
istilah tersebut tidaklah begitu penting untuk dipersoalkan. Padahal dalam 
konsep hukum tata negara dan hukum administrasi keberadaan 
wewenang pemerintahan memiliki kedudukan sangat penting. Begitu 
pentingnya kedudukan wewenang pemerintahan tersebut sehingga F.A.M. 
Stroink dan J.G Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam 
hukum tata negara dan hukum administrasi (het begrip bevoegdheid is 
dan ook een kernbegrip in het staats en administratief recht).26 
Menurut P. Nicolai wewenang pemerintahan adalah kemampuan 
untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu yakni, tindakan 
atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan 
mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum (het vermogen 
tot het verrichten van bepaalde rechshandelingen is handelingen die op 
rechtsgevolg gericht zijn en dus ertoe strekken dat bepaalde 
                                                           
     
26
 Sadjijono, Op. Cit., h. 50. 
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rechtsgevolgen onstaan of teniet gaan). Selanjutnya, dikemukakan bahwa 
dalam wewenang pemerintahan itu tersimpul adanya hak dan kewajiban 
dari pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan 
tersebut. Pengertian hak menurut P. Nicolai berisi kebebasan untuk 
melakukan atau tidak melakukan tindakan atau perbuatan tertentu atau 
menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu (een recht houdt in 
de vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verrichten op na te 
laten, of de aanspraak op het verrichten van een handeling door een 
ander). Sedangkan kewajiban dimaksudkan sebagai pemuatan keharusan 
untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan atau perbuatan (een 
plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten 
op na telaten).27  
Bagir Manan mempertegas istilah dan terminologi apa yang 
dimaksudkan dengan wewenang pemerintahan. Menurutnya, wewenang 
dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan (macht). 
Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. 
Sedangkan, wewenang dalam hukum dapat sekaligus berarti hak dan 
kewajiban (rechten en plichten). Dalam kaitan dengan proses 
penyelenggaraan pemerintahan, hak mengandung pengertian kekuasaan 
untuk mengatur sendiri (zelfregelen) dan mengelola sendiri 
(zelfbestuuren), sedangkan kewajiban berarti kekuasaan untuk 
menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Dengan 
                                                           
     
27
 Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Identitas Universitas Hasanuddin: 
Makassar, 2013, h. 115-116. (sebagaimana telah dikutip dalam P. Nicolai, Bestuurrecht, 
Amsterdam, 1994, h. 4.)  
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demikian, substansi dari wewenang pemerintahan adalah kemampuan 
untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan (het 
vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen).28  
Kewenangan (authority) adalah kekuasaan yang diformalkan baik 
terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang 
pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari 
kekuasaan pemerintah, sedangkan pengertian wewenang (competence) 
hanyalah mengenai onderdil tertentu atau bidang tertentu saja. Dengan 
demikian, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan 
hukum publik atau secara yuridis, wewenang adalah kemampuan 
bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk 
melakukan hubungan hukum tertentu.29 
Menurut H. D Stout wewenang merupakan suatu pengertian yang 
berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan 
sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan 
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 Sadjijono, Op. Cit., h. 51.  
     
29
 Prajudi Atmosudirdjo, Op. Cit., h. 78. Pada pembahasan selanjutnya dalam karya 
ilmiah ini, penggunaan kata “wewenang” dan “kewenangan” diidentikkan dengan makna 
yang sama. Hal ini didasari oleh bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
tindak Pidana Korupsi yang menggunakan redaksi kata “kewenangan” yang selanjutnya 
diikuti oleh beberapa literatur yang tidak menempatkan penggunaan kata “wewenang” 
dengan “kewenangan” pada penggunaan yang berbeda, salah satu diantaranya pada 
Abdul Latif dalam Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, Prenada 
Media Group: Jakarta, 2014, h. 6-7 (sebagaimana telah dikutip dalam Henry Campbell 
Black, Black’s Law Dictionary, West Publishing, 1990, h. 133) yang menyatakan bahwa 
Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “authority” dalam Bahasa 
Inggris dan “bevoegdheid” dalam Bahasa Belanda. Authority dalam Black’s Law 
Dictionary diartikan sebagai Legal power; a right to command or to act; the right and 
power of public officers to reuire obedience to their orders lawfully issued in scope of their 
public duties. (Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk 
memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan 
hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik). 
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dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di 
dalam hubungan hukum publik (bevoegdheid is een begrip uit het 
bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel 
van regels dat betrekking heeft op de verkkrijging en uit oefening van 
bestuursrechtelijke bevoegdheden rechtsverkeer). Lebih lanjut, H. D. 
Stout, dengan berdasar pada pendapat Goorden, mengatakan bahwa 
wewenang adalah “het geheel van rechten en plichten dat hetzij expliciet 
door de wetgever aan publiekrechtelijke rechtssubjecten is toegekend”30 
Bahkan, L. Tonnaer secara tegas mengemukakan bahwa kewenangan 
pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk 
melakukan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan suatu 
hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara (overheids 
bevoegdheid wordt in dit verband op gevat als het vermogen om positief 
recht vas te stellen en al dus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling 
en tussen overheid en te scheppen).31 
Berbeda dengan pemikiran barat yang mengandung makna bahwa 
kewenangan adalah kemampuan dari seseorang atau kelompok yang 
memiliki kekuasaan. Dalam konsep Islam, manusia adalah mandataris 
(khalifah) yang ada di muka bumi sehingga wewenang mutlak ada pada 
Allah. Manusia hanya pengemban amanah dari Allah. Dalam hukum Islam 
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 Ridwan H.R, Op. Cit., h. 98. 
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 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara Dan 
Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa: Bandung, 2012, h. 136. (sebagaimana telah dikutip 
dalam FPCL. Tonnaer, Legaal Bestuuren; Het Legaliteitsgeginsel, toetssteen of 
Struikelblok. Tulisan dalam Bestuuren Norm, Bundel Opstellen Opgegraven aan R Crince 
Le Roy, Kluwe-Deventer, 1996, h. 265.) 
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digariskan kaidah bahwa adanya penguasa yang berwenang sebagai 
penanggungjawab dan pengatur (pemerintah) merupakan keharusan.32    
Dalam konsepsi negara hukum wewenang pemerintahan itu 
berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana 
dikemukakan Huisman yang menytakan bahwa organ pemerintahan tidak 
dapat menganggap ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. 
Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-
undang tidak hanya memberikan wewenang pemerintahan kepada organ 
pemerintahan, akan tetapi juga terhadap para pegawai atau terhdap 
badan khusus untuk itu. Pendapat yang sama dikemukakan oleh P. De 
Haan dengan menyebutkan, bahwa wewenang pemerintahan tidaklah 
jatuh dari langit, akan tetapi ditentukan oleh hukum 
(overheidsbevoegdheden komen niet uit de lucht vallen, zij worden door 
het recht genormeerd).33  
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang seperti apa 
wewenang pemerintahan itu dijalankan, maka terlebih dahulu akan 
diuraikan pengertian mengenai apa yang dimaksudkan dengan “jabatan 
pemerintahan” yang terambil dari kata “ambt” (jabatan) dalam bahasa 
Belanda. Hanya dengan memahami apa yang dimaksud dengan jabatan 
tersebut dengan sendirinya akan didapatkan pemahaman mengenai 
adanya hubungan antara jabatan dengan wewenang pemerintahan. 
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 Zaenuddin Naenggolan, Inilah Islam, Kalam Mulia: Jakarta, 2007, h. 285. 
     
33
 Aminuddin Ilmar, Op. Cit., h. 117.  
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Dalam konsep hukum tata negara sebagaimana dikemukakan oleh 
Logemann bahwa negara adalah organisasi jabatan (de staat is ambten 
organisatie). Selanjutnya, dikemukakan bahwa dalam bentuk kenyataan 
sosialnya, negara adalah organisasi yang berkenaan dengan berbagai 
fungsi. Pengertian fungsi adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam 
hubungannya secara keseluruhan, dan fungsi-fungsi ini dinamakan 
sebagai dengan jabatan (in zijn sociale verschijningvorm is de staat 
organisatie, een verband van functie. Met functie is dan bedoeld; een 
omschreven werkring in verband van het geheel. Zij heet, met betrekking 
tot de staat, ambt).34 Dengan kata lain, menurut Bagir Manan jabatan 
adalah lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang 
secara keseluruhan akan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu 
organisasi. Kumpulan atau keseluruhan jabatan atau lingkungan kerja 
tetap inilah yang akan mewujudkan suatu organisasi. Selanjutnya menurut 
Bagir Manan organisasi tidak lain dari kumpulan jabatan atau lingkungan 
kerja tetap dengan berbagai fungsi. Keseluruhan fungsi dari semua 
jabatan atau lingkungan kerja tetap tersebut akan mencerminkan tujuan 
organisasi.35  
Demikian pula halnya dengan organisasi negara yang berisikan 
jabatan-jabatan negara atau lingkungan kerja tetap yang berisikan 
berbagai fungsi untuk mencapai tujuan negara. Jabatan adalah suatu 
lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu 
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 Ridwan H.R., Op. Cit., h. 70. 




yang lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang (een ambt is 
een instituut met eigen werkring waaraan bij de instelling duurzaam en 
welomschreven taak en bevoegdheden zijn verleend). Dengan kata lain, 
jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang berisikan fungsi-
fungsi (werkring van vaste werkzaam-heden met functie) yang diadakan 
dan dilakukan untuk kepentingan negara.36 
Penyelenggaraan organisasi negara yang dalam hal ini dijalankan 
oleh pemerintah dan berisikan sejumlah jabatan-jabatan yang melekat 
pada organisasi negara tersebut pada pelaksanaannya dilakukan atau 
dilaksanakan oleh para pemegang atau pemangku jabatan dan seringkali 
disebut dengan istilah “pejabat” penyelenggara pemerintahan. Dalam 
menjalankan jabatan pemerintahan para pejabat dilekatkan tugas dan 
wewenang (taak en bevoegdheid) untuk merealisasikan fungsi jabatan 
yang dipangkunya. Menurut Bagir manan agar tugas dan wewenang 
pejabat pemerintahan dapat dialksanakan dalam suatu tindakan atau 
perbuatan hukum konkrit dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara 
politik, hukum dan atau sosial, maka kepada para pejabat pemerintahan 
dibekali dengan hak dan kewajiban (recht en plicht) tertentu.37  
Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa jabatan itu bersifat 
tetap, sementara pemegang atau pemangku jabatan atau pejabat 
pemerintahan itu (ambstdrager) silih berganti. Dalam konsep hukum tata 
negara hal itu menjadi kelaziman oleh karena memungkinkan fungsi-
                                                           
     
36
 Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, Satu Kajian Teoritik, FH UII Press: 
Yogyakarta, 2004, h. 66. 




fungsi yang melekat atau dilekatkan pada jabatan itu dapat terlaksana. 
Apalagi dianut prinsip, bahwa tidak ada jabatan seumur hidup atau 
terdapat pembatasan masa jabatan sehingga harus terjadi pergantian 
pemangku jabatan agar tidak terjadi kekosongan jabatan guna 
menjalankan fungsi-fungsi yang melekat pada jabatan pemerintahan 
tersebut. Oleh karena itu, harus ada sebuah pranata yang dapat 
digunakan untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut dengan melakukan 
sebuah proses pengisian jabatan.38 
Jabatan dalam lingkungan organisasi negara dapat dibedakan 
dengan berbagai macam cara. Bagir Manan membedakan jabatan 
sebagai alat perlengkapan negara dan jabatan sebagai penyelenggara 
administrasi pemerintahan. Selain itu, dibedakan pula antara jabatan 
politik dan bukan politik. Bahkan dibedakan pula jabatan yang secara 
langsung bertanggungjawab dan berada dalam kendali atau pengawasan 
publik dan yang tidak langsung bertanggungjawab dan tidak langsung 
berada dalam pengawasan dan kendali publik. Selanjutnya, menurut Bagir 
Manan, perbedaan-perbedaan tersebut dapat lebih dirinci dengan 
berbagai cara atau pendekatan. Dalam hal pengisian jabatan yang penting 
diperhatikan adalah, apakah pengisian jabatan pemerintahan tersebut 
memerlukan atau tidak memerlukan peran serta atau dukungan dari 
rakyat (publik). Selain itu, apakah dalam pengisian jabatan pemerintahan 
itu harus dilakukan secara kolegial atau oleh perorangan tertentu. 
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Perbedaan tersebut penting dilakukan bukan hanya berkaitan dengan tata 
cara atau prosedur pengisian jabatan, akan tetapi berkaitan pula dengan 
pertanggungjawaban dan pengawasan serta kendali terhadap pemegang 
atau pemangku jabatan (pejabat) tertentu.39 
 
2. Sifat Wewenang Pemerintahan 
Wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua 
tindakan atau perbuatan hukum publik. Dengan kata lain, Prajudi 
Atmosudirdjo mengemukakan bahwa pada dasarnya wewenang 
pemerintahan itu dapat dijabarkan kedalam dua pengertian yakni, sebagai 
hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit) 
dan sebagai hak untuk dapat secara nyata memengaruhi keputusan yang 
akan diambil oleh instansi pemerintah lainnya (dalam arti luas).40 Peter 
Leyland dan Terry Woods dengan tegas menyatakan, bahwa kewenangan 
publik mempunyai dua ciri utama yakni, pertama bahwa setiap keputusan 
yang dibuat oleh pejabat pemerintahan mempunyai kekuatan mengikat 
kepada seluruh anggota masyarakat, dalam arti harus dipatuhi oleh 
seluruh anggota masyarakat dan kedua, bahwa setiap keputusan yang 
dibuat oleh pejabat pemerintah mempunyai fungsi publik atau melakukan 
pelayanan publik. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa 
wewenang khususnya wewenang pemerintahan adalah kekuasaan yang 
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ada pada pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasar 
peraturan perundang-undangan.41 
Safri Nugraha dan kawan-kawan mengemukakan, bahwa sifat 
wewenang pemerintahan itu meliputi tiga aspek yakni, selalu terikat pada 
suatu masa tertentu, selalu tunduk pada batas yang ditentukan dan 
pelaksanaan wewenang pemerintahan terikat pada hukum tertulis dan 
hukum tidak tertulis (asas-asas umum pemerintahan yang baik). Lebih 
lanjut, dikemukakan bahwa sifat wewenang yang selalu terikat pada suatu 
masa tertentu ditentukan secara jelas dan tegas melalui suatu peraturan 
perundang-undangan. Lama berlakunya wewenang tersebut juga 
disebutkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya. Sehingga bilamana 
wewenang pemerintahan tersebut dipergunakan dan tidak sesuai dan sifat 
wewenang pemerintahan itu , maka tindakan atau perbuatan pemerintah 
itu bisa dikatakan tidak sah atau batal demi hukum. Selain itu, sifat 
wewenang yang berkaitan dengan batas wilayah wewenang pemerintahan 
itu atau wewenang itu selalu tunduk pada batas yang telah ditentukan 
berkaitan erat dengan batas wilayah kewenangan dan batas cakupan dari 
materi kewenangannya. Batas wilayah kewenangan terkait erat dengan 
ruang lingkup kompetensi absolut dari wewenang pemerintahan 
tersebut.42  
Kepustakaan hukum administrasi membagi sifat wewenang 
pemerintah yakni, bahwa terdapat wewenang pemerintahan yang bersifat 
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terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dengan 
kewenangan untuk membuat dan menerbitkan keputusan-keputusan yang 
bersifat mengatur (besluiten) dan keputusan-keputusan yang bersifat 
menetapkan (beschikkingen) oleh organ pemerintahan. Oleh Indroharto 
dikemukakan bahwa wewenang pemerintahan yang bersifat terikat yakni, 
terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan 
yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan, atau peraturan 
dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang 
harus diambil. Dengan kata lain, terjadi apabila peraturan dasar yang 
menentukan isi dari keputusan yang harus diambil secara terinci, maka 
wewenang pemerintahan semacam itu merupakan wewenang yang 
bersifat terikat. Sedangkan wewenang fakultatif terjadi dalam hal badan 
atau pejabat pemerintah yang bersangkutan tidak wajib menerapkan 
wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu 
hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu saja 
sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya. Wewenang 
pemerintahan yang bersifat bebas yakni, terjadi ketika peraturan dasarnya 
memberi kebebasan kepada badan atau pejabat pemerintah untuk 
menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan 
dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup 
kebebasan kepada pejabat pemerintah untuk mengambil suatu tindakan 
atau perbuatan pemerintahan.43  
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Philipus M. Hadjon dengan mengutip pendapat Spelt dan Ten 
Berger membagi kewenangan bebas dalam dua kategori, yakni, 
kebebasan kebijakan dan kebebasan penilaian. Kebebasan kebijakan ada 
apabila peraturan perundang-undangan memberikan wewenang tertentu 
kepada organ pemerintah, sedangkan organ tersebut bebas untuk (tidak) 
menggunakannya meskipun syarat-syarat bagi penggunaannya secara 
sah dipenuhi. Adapun kebebasan penilaian ada apabila menurut hukum 
diserahkan kepada organ pemerintahan untuk menilai secara mandiri dan 
eksklusif terkait syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu wewenang secara 
sah telah dipenuhi.44 
 
3. Sumber Wewenang Pemerintahan        
Legaliteitbeginsel atau het beginsel van wetmatigheid van bestuur, 
pilar utama negara hukum adalah asas legalitas. Secara teoretis, 
kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan 
tersebut diperoleh melalui tiga cara yakni atribusi, delegasi, dan mandat.45 
Menurut Indroharto bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang 
pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan 
perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang 
baru.46 Lebih lanjut disebutkan, bahwa legislator yang kompeten untuk 
memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara:  
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a. yang berkedudukan sebagai original legislator; di negara kita tingkat 
pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-
sama dengan pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-
undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan Pemerintah daerah 
yang melahirkan Peraturan Daerah.  
b. yang bertindak sebagai delegated legislator; seperti Presiden yang 
berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan 
Peraturan Pemerintah, dalam mana diciptakan wewenang 
pemerintahan kepada badan atau jabatan pemerintahan tertentu. 
Pada delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada 
(wewenang asli) oleh badan atau jabatan pemerintahan yang telah 
memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau 
jabatan pemerintahan lainnya. Jadi suatu wewenang delegasi selalui 
didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Sedangkan, pengertian 
mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya 
dijalankan oleh organ lain atas namanya. Dengan kata lain, suatu tindakan 
atau perbuatan yang mengatasnamakan badan atau jabatan 
pemerintahan yang diwakilinya (bertindak untuk dan atas nama badan 
atau jabatan pemerintahan). Hal ini sama atau serupa dengan konsep 
pemberian kuasa dalam hukum perdata yang memberi kewenangan pada 
penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum atas 
nama pemberi kuasa.47 
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Untuk lebih jelasnya pengertian apa yang dimaksudkan dengan 
atribusi, delegasi, dan mandat maka oleh H.D. Van Wijk/Willem 
Konijnenbelt: 
a. Atribusi sebagai suatu pemberian wewenang pemerintahan oleh 
pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (atribute is 
toekenning van een bestuurrsbevoegheid door een wetgever aan een 
bestuursorgaan). 
b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu 
organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya (delegatie is 
overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een 
ander).  
c. Mandat adalah terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan 
kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya (mandaat is 
een bestuursorgaan loot zijn bevoegheid namens hem uitoefenen 
door een ander).48 
Berbeda dengan van Wijk/Willem Konijnenbelt maka F.A.M. Stroink 
dan J.G. steenbeek mengemukakan pendapatnya dengan menyatakan, 
bahwa hanya ada dua cara organ pemerintahan memperoleh wewenang 
yakni , dengan dengan jalan atribusi dan delegasi (er bestaan slechts 
twee wijzen waarop een organ aan een bevoegdheid kan komen, namelijk 
attributie en delegatie). Mengenai pengertian atribusi dan delegasi dengan 
tegas dikemukakan, bahwa atribusi berkenaan dengan penyerahan 
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wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang 
yang telah ada atau organ yang telah memperoleh wewenang secara 
atributif kepada organ lain sehingga delegasi secara logis selalu didahului 
dengan suatu atribusi. Dengan kata lain, delegasi tidak mungkin ada 
tanpa atribusi mendahuluinya (bij attributie gaat hem om het toekennen 
van een nieuwe bevoegdheid; bij delegatie gaat het om het overdragen 
van een reeds bestaande bevoegdheid or door het orgaan dat die 
bevoegdheid geattributueerd heeft gekregen, aan een ander orgaan; aan 
delegatie gaat dus altijd logischewijs vooraf).49 
Dalam hal pengertian mandat tidak dibicarakan mengenai 
penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Bahkan, dalam hal 
mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun atau setidak-tidaknya 
dalam arti yuridis formal, yang terjadi hanyalah hubungan internal. Dapat 
dicontohkan bahwa secara faktual jabatan menteri dengan pegawai 
kementerian, dimana menteri yang mempunyai kewenangan dapat 
melimpahkan kepada pegawai kementerian untuk mengambil  keputusan 
tertentuatas nama menteri, sementara secara yuridis wewenang dan 
tanggung jawab tetap berada pada jabatan atau organ kementerian. 
Dengan kata lain, pegawai kementerian memutuskan secara faktual 
sedangkan menteri memutuskan secara yuridis (bij mandaat is noch 
sprake van een bevoegdheidstoekenning, noch van een 
bevoegdheisoverdracht. In geval van mandaat verandert er aan een 
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bestande bevoegdheid or alt hans in formeel juridisch zijn niets. Er is dan 
uitsluitend spreke van een interne verhouding, bij voorbeeld minister-
ambtenaar, war bij de min-ister de ambtenaar machtigt en/ of opdraagt 
nemens hem bepaalde belissingen te nemen, terwijl juridisch-naar buiten 
toe-de minister het bevoegde en verantwoordelijke orgaan blijft. De 
ambtenaar beslist feitelijk, de minister juridisch).50 
Pengertian atribusi dan delegasi berdasarkan apa yang termuat 
dalam Algemene Bepalingen van Administratief Recht (ABAR) dinyatakan 
bahwa wewenang atribusi adalah bilamana dalam undang-undang (dalam 
arti materil) menyerahkan atau memberikan wewenang tertentu kepada 
organ tertentu (van atributie van bevoegdheid kan warden gesproken 
wanner de wet (in materiele zin) een bepaalde bevoegdheid aan een 
bepaald orgaan toekent). Dalam hal pengertian delegasi disebutkan 
bahwa delegasi berarti pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan 
yang telah diberi wewenang kepada organ lainnya yang akan 
melaksanakan wewenang yang telah dilimpahkan itu sebagai 
wewenangnya sendiri (....te verstaan de overdracht van die bevoegdheid 
door het bestuursorgaan waaraan deze is gegeven, aan een ander organ, 
dot de overgedragen bevoegdheid als eigen bevoegdheid zaluitofeneri).51 
Selanjutnya, didalam Algemene Wet Bestuurstercht (AWB) mandat 
diberikan pengertian sebagai pemberian wewenang oleh organ 
pemerintahan kepada organ lainnya untuk mengambil keputusan atas 
                                                           
     
50
 Aminuddin Ilmar, Op. Cit., h. 127-128. 
     
51
 Ibid., h. 129. 
28 
namanya (het door een bestuursorgaan aan een ander verlenen van de 
bevoegdheid in zijn naam besluiten te nemen), sedangkan delegasi 
diartikan sebagai pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan kepada 
organ lain untuk mengambil keputusan dengan tanggungjawab sendiri 
(het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het 
nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen 
verantwoordelijkheidutoefent). Dalam arti, bahwa dalam penyerahan 
wewenang melalui delegasi ini, pemberi wewenang (delegans) telah 
melepas tanggungjawab hukum dari tuntutan pihak ketiga, jika dalam 
penggunaan wewenang pemertintahan itu menimbulkan pelanggaran atau 
kerugian kepada pihak lain.52 
Dalam halam pelimpahan wewenang pemerintahan melalui 
delegasi ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut: 
1. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (delegans) tidak dapat 
lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu; 
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki 
kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi; 
4. Adanya kewajibkan mempertanggungjawabkan dari penerima 
delegasi (delegataris) kepada delegans; 
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5. Delegans dapat memberikan intruksi tentang penggunaan wewenang 
tersebut kepada delegataris.53 
Dengan mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang dari 
organ pemerintahan akan memperjelas legitimasi tindakan atau perbuatan 
pemerintahan. Hal tersebut terkait pula dengan pertanggungjawaban 
hukum (rechtelijke verantwording) dalam setiap pengngunaan wewenang 
pemerintahan yang menegaskan bahwa tidak ada satupun kewenangan 
yang diberikan kepada pemerintah dalam melakukan suatu tindakan atau 
perbuatan tanpa disertai dengan suatu pertanggungjawaban (geen 
bevoegdheid naar bestuur rechtshandelingen zonder verantwoordelijkheid 
atau there is no authority in government action without responsibility). Dari 
uraian tersebut, secara jelas dapat disimpulkan bahwa wewenang 
pemerintahan yang menjadi dasar tindakan atau perbuatan pemerintahan 
meliputi 3 (tiga) macam wewenang yakni, wewenang yang diperoleh 
secara atribusi dan berasal dari peraturan perundang-undangan adalah 
wewenang yang bersifat asli. Dengan kata lain, organ pemerintahan 
memeperoleh kewenangan secara langsung dari rumusan norma-norma 
pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal 
tindakan atau perbuatan pemerintahan didasarkan pada wewenang 
atribusi, maka pemerintah selaku penerima wewenang atribusi dapat 
menciptakan wewenang pemerintahan baru atau memperluas wewenang  
yang sudah ada, dengan demikian maka tanggungjawab intern maupun 
                                                           




ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada 
pada pemerintah selaku penerima wewenang pemerintahan (atributaris).54 
Pada wewenang delegasi tidak ada penciptaan wewenang 
pemerintahan  baru, yang ada hanyalah pelimpahan wewenang dari 
pejabat yang satu kepada pejabat lainnya sehingga tanggungjawab yuridis 
tidak lagi berada pada delegans tetapi telah beralih kepada delegataris. 
Sedangkan, pada wewenang mandat, maka mandataris hanya bertindak 
untuk dan atas nama mandans, sedangkan tanggungjawab akhir dari 
keputusan yang diambil oleh penerima mandat atau mandataris tetap 
berada ada pemberi mandat atau mandans. Dalam hal ini penerima 
mandat hanyalah sekedar melaksankan atau menyelenggarakan apa 
yang tetap menjadi tanggungjawab pemberi mandat. Untuk memperjelas 
perbedaan antara delegasi dan mandat oleh R.J.H.M. Huisman 
mengemukakan perbedaannya sebagai berikut:55 
Tabel 1. 
Perbedaan antara Delegasi dengan Mandat 
(Menurut R.J.H.M. Huisman)  
No. Delegasi Mandat 
1. Overdracht van bevoegdheid; 
(pelimpahan wewenang) 
Opdracht tot uitvoering; (perintah 
untuk melaksanakan) 
2. Bevoegdheid kan foor het 
oorspron-kelijk bevoegde orgaan 
Bevoegdheid kan door mandaat 
gever nog incidenteel uitfgeofend 
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niet incidenteel uftgoefend 
worden; (kewenangan tidak dapat 
dijalankan secara insidental oleh 
organ yang memiliki wewenang 
asli) 
worden; (kewenangan dapat 
sewaktu-waktu dilaksanakan oleh 
mandans) 
3. Overgang van 
verantwoofdelijkheid; (terjadi 
peralihan tanggungjawab) 
Behooud van verantwoofdelijkheid; 
(tidak terjadi suatu peralihan 
tanggungjawab) 
4. Wettelijke basis vereist; (harus 
berdasarkan UU) 
Geen wettelijke basis vereist; (tidak 
harus berdasarkan UU) 
5. Moet schriftelijke; (harus tertulis) Kan schrifielijk, mag ook mondeling; 
(dapat tertulis, atau dapat pula 
secara lisan) 
 
Selanjutnya, Philipus M. Hadjon membuat perbedaan antara 
delegasi dengan mandat sebagai berikut:56  
 Tabel 2. 
Perbedaan antara Mandat dengan Delegasi 
(Menurut Philipus M. Hadjon) 
 Mandat Delegasi 
Prosedur 
Pelimpahan 
Dalam hubungan rutin 
atasan-bawahan: hal biasa 
Dari suatu organ 
pemerintahan kepada organ 
                                                           




kecuali dilarang secara 
tegas 













Setiap saat dapat 
menggunakan sendiri 
wewenang yang 
dilimpahkan itu.  
Tidak dapat menggunakan 
wewenang itu lagi kecuali 
setelah ada pencabutan 
dengan berpegang pada 
“contrarius actus” 
 
4. Syarat Sah Wewenang Pemerintahan  
Keabsahan suatu wewenang mencakup 3 (tiga aspek) yaitu 
wewenang, prosedur, dan substansi. Artinya wewenang, prosedur, 
maupun substansi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, 
karena pada peraturan perundang-undangan tersebut sudah ditentukan 
tujuan diberikannya wewenang kepada pejabat administrasi, prosedur 
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C. Penyalahgunaan Kewenangan 
Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan-
tindakan hukum tertentu.58 Terkait dengan wewenang ini adalah asas 
spesialitas (specialiteitsbeginsel), yakni asas yang menentukan bahwa 
wewenang itu diberikan kepada subjek hukum dengan tujuan tertentu.59 
Menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang ini dianggap sebagai 
penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir; het gebruiken van 
een bevoegdheid voor een ander doel). Asas spesialitas dapat diketahui 
dengan membaca peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
dari kewenangan yang dilaksanakan. Menurut Schrijvers dan Smeets: 
“Een bestuursorgaan mag en door de wet toegekende bevoegdheid 
allen gebruiken voor het doel dat de wetgever voor ogen had. 
Gebruik voor persoonlijke of andere doeleinden is dus verboden. 
Detournement de pouvoir is dus handelen in strijd met het 
specialiteitsbeginsel”. (Organ Pemerintahan hanya boleh 
menggunakan wewenang yang diberikan pembuat undang-undang 
untuk suatu tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan wewenang 
untuk tujuan lain atau orang lain adalah dilarang. Dengan demikian, 
penyalahgunaan wewenang adalah melakukan tindakan yang 
bertentangan dengan asas spesialitas).60 
 
Misalnya, kewenangan untuk menyelenggarakan transportasi 
dengan menggunakan sistem kereta api, kemudian dalam 
pelaksanaannya menggunakan transportasi dengan sistem bus.61 Menurut 
Philipus M. Hadjon, dalam mengukur apakah telah terjadi penyalahgunaan 
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wewenang, haruslah dibuktikan secarafaktual bahwa pejabat telah 
menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain. Terjadinya 
penyalahgunaan wewenang bukanlah karena suatu kealpaan. 
Penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan 
tujuan yang telah diberikan kepada wewenangnya itu. Pengalihan tujuan 
didasarkan atas interest pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri 
ataupun untuk orang lain.62 
Penyalahgunaan kewenangan hanya mungkin dilakukan oleh 
mereka yang memperoleh wewenang atas dasar atribusi dan delegasi. 
Dalam hal mandat, pihak yang mungkin menyalahgunakan kewenangan 
adalah mandans (pemberi tugas) dan bukan mandataris (pelaksana 
tugas). Pihak yang diberi dan yang menyalahgunakan kewenangan 
adalah pihak yang dibebani tanggungjawab hukum. Hal ini sejalan dengan 
asas hukum “geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid dan geen 
verantwordelijkheid zonder verantwoording” (tidak ada kewenangan tanpa 
pertanggungjawaban dan tidak ada pertanggungjawaban tanpa 
kewajiban). Pihak pelaksana tugas (mandataris) tidak dilekati wewenang, 
karena itu tidak dibebani tanggungjawab hukum.63 
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 Dalam praktik penegakan hukum, sering ditemukan pengabaian atas norma 
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Konsep detournement de pouvoir tersebut dapat diperbandingkan 
dengan doktrin ultra vires. Keduanya memiliki dasar argumentasi yang 
hampir sama yaitu bahwa kekuasaan atau kewenangan itu diberikan 
untuk tujuan tertentu. H.W.R. Wade mengatakan:  
“Administrative power derives from statute. The statute gives power 
for certain purposes only, or subject to some special procedure, or 
with some other kind of limits” (kekuasaan pemerintah itu berasal 
dari undang-undang. Undang-undang memberikan kekuasaan 
hanya untuk tujuan tertentu, atau tunduk pada beberapa prosedur 
khusus, atau dengan beberapa jenis pembatasan lain).64 
 
Norma HAN yang relevan dengan masalah ini adalah keabsahan 
(rechmatigheid) dalam penggunaan wewenang, yakni “doing the right 
thing” and is doing this “in the right way” atau melakukan sesuatu yang 
benar dengan cara yang benar. Atas dasar norma itu, doktrin ultra vires 
terdiri atas dua jenis yakni substantive ultra vires dan procedural ultra 
vires. Substantive ultra vires adalah “doing the wrong thing” (melakukan 
sesuatu yang salah), misalnya kewenangan untuk membeli kapal tetapi 
dalam pelaksanaannya membeli pesawat. Adapun procedural ultra vires 
adalah “doing the right thing” but it is doing it “in the wrong way” 
(melakukan sesuatu yang benar, tetapi dengan cara yang salah).65 
             
D. Korupsi 
Persepsi mengenai tindak pidana korupsi belum sepenuhnya sama, 
karena penafsiran terhadap makna tindak pidana korupsi sering dikaitkan 
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dengan kepentingan anggota atau golongan di dalam masyarakat. Hal ini 
diperkuat oleh pendapat Ketua Tim Kerja Anti Korupsi Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah Prof. Dr. Abdul Munir Mulkhan mengatakan bahwa: 
“Ada wilayah abu-abu tentang definisi korupsi yang seringkali 
dirasakan sebagai kendala di lapangan terhadap upaya 
pemberantasan korupsi. Terhadap wilayah abu-abu ini sebaiknya 
dilakukan tafsir lebih lanjut untuk menegaskan suatu tindakan 
termasuk korupsi atau bukan. Ada yang tidak jelas bagi 
pengetahuan publik, apakah itu korupsi, penyalahgunaan atau 
ketidaktahuan.......Kriteria korupsi di lapangan bisa bereferensi 
pada keputusan politik. Di samping itu, orang khawatir, kalau 
menduga seseorang korupsi akan termasuk suudzon atau buruk 
sangka atau fitnah, bahkan khawatir dianggap tidak memercayai 
Tuhan karena Tuhan bisa memberi rezeki hambaNya dari jalan 
apapun, termasuk dari jalan korupsi ini.”66 
 
Istilah korupsi berasal dari Bahasa Latin yaitu Corruptus yang 
artinya buruk, bejat, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina atau 
memfitnah. Pengertian Korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia 
diartikan sebagai perbuatan curang, dapt disuap dan  tidak bermoral. 
Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah 
penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan 
sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.67 
Korupsi menurut Black Law Dictionary adalah: 
“Corruption an act done with an intent to give some advantage 
inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an 
official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his 
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station or character to procure some benefit for himself or for 
another person, contrary to duty and the rights of others.”       
 
Artinya: 
“suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk 
mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan 
tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan 
dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana 
dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai 
sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang 
bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya.” 
 
The Lexicon Webster Dictionary memuat arti kata corrupt yaitu, 
“corrupted; putrid; infected or tainted; depraved or debated; dishonest or 
venal; influence by bribery; vitiated by errors or alternation, as a text or a 
worb”.68 
Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers yang 
menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang 
menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi 
di bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. 
Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain 
berbunyi:69 
“financial manipulations and deliction injurious to the economy are 
often labeled corrupt. The terms is often applied also to 
misjudgements by officials in the public economies. Disguised 
payment in form of gifts, legal fees, employment, favors to relatives, 
social influence, or any relationship that sacrifices the public and 
welfare, with or without the implied payment of money, is usually 
                                                           
     
68
 Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan, 
Djambatan: Jakarta, 2001, h. 6. 
     
69
 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika: Jakarta, 2014, h. 8-9. 
38 
considerd corrupt. Political corruption is electoral corruption include 
purchase of vote wih money, promises of office or special favors, 
coercion, intimidation, and interference with administrative of 
judicial decision, or governmental appointment. (manipulasi dan 
keputusan mengenai keuangan yang membahayakan 
perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi. Istilah ini 
sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat 
yang menyangkut bidang perekonomian umum. Pembayaran 
terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, 
pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh 
kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan 
kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa 
pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi. 
Korupsi pada penelitian umum, termasuk memperoleh suara 
dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah khusus, paksaan, 
intimidasi dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. 
Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam legislatif, 
keputusan administrasi, atau keputusan yang menyangkut 
pemerintahan)”  
  
Landasan hukum terhadap masalah Tindak Pidana Korupsi di 
Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 
1. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tanggal 29 Maret 1971 tentang 
Pemberantaan Tindak Pidana Korupsi (telah dicabut dan diganti 
dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) khusus berlaku 
untuk kasus-kasus lama sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999; 
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5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tanggal 16 Agustus 1999, 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, 
definisi korupsi terus berkembang. Dapat dilihat melalui perkembangan 
peraturan yang memuat materi Tindak Pidana Korupsi.70 
Pertama, Undang-Undang Nomor 24 PRP Tahun 1960 tentang 
Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (telah 
dicabut). Ketentuan banyak diambil dari Peraturan Penguasa Perang 
Pusat, terutama rumusan delik dengan perubahan istilah misalnya 
“perbuatan korupsi pidana” diganti menjadi “tindak pidana korupsi”. 
Rumusan tindak pidana korupsi yang tertuang adalah tindakan seseorang 
yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran, 
memperkaya diri dan mensyaratkan lebih dahulu adanya suatu kejahatan 
atau pelanggaran yang dilakukan serta harus dapat dibuktikan.   
Kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini hampir sama 
saja dengan Undang-undang Nomor 24 PRP Tahun 1960 hanya terdapat 
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beberapa perubahan misalnya istilah unsur delik yang semula “melakukan 
kejahatan” yang disusul dengan memperkaya diri sendiri diganti menjadi 
“melawan hukum” memperkaya diri sendiri dan seterusnya. Di samping 
itu, beberapa pasal dari KUHP ditarik dalam Undang-undang Nomor 3 
Tahun 1971 sebagai tindak pidana korupsi. Rumusan tindak pidana 
korupsi yang dimuat tanpa mensyaratkan terlebih dahulu adanya 
kejahatan atau pelanggaran yang harus dilakukan, melainkan 
menghendaki adanya sarana “melawan hukum” dengan melakukan 
perbuatan pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 
badan (Pasal 1 Ayat (1) Sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971).   
Ketiga, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme dijelaskan tentang pengertian korupsi, kolusi, dan 
nepotisme, yaitu: 
1. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
tindak pidana korupsi. 
2. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum 
antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan 
pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan/atau negara. 
3. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara 
melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya 
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dan/atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan 
negara. 
Keempat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang diganti 
dengan Undaang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi dirasakan sudah tidak efektif dalam mencegah dan 
memberantas tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan 
















A. Jenis Penelitian 
Ilmu hukum merupakan ilmu normatif yang memiliki sifat sui 
generis71 sehingga penelitian ilmu hukum yang dilakukan juga memiliki 
sifat sui generis. Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki, hal ini dapat 
terjadi dikarenakan ilmu hukum tidak hanya memiliki sifat normatif tetapi 
ilmu hukum juga memiliki sifat empiris analitis.72 
Berdasarkan hal tersebut, Soerjono Soekanto membagi penelitian 
hukum menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:73  
1. Penelitian hukum normatif (normative law research), yakni 
menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum, misalnya 
mengkaji peraturan perundang-undangan. Pokok kajiannya adalah 
hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku 
dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga 
penelitian hukum normatif berfokus pada asas-asas hukum, 
penemuan hukum dalam perkara in concreto74, sistematika hukum, 
taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. 
Oleh karena itu, penelitian hukum normatif bertolak pada bahan-
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bahan hukum yang bersifat tertulis, sehingga disebut juga sebagai 
penelitian perpustakaan atau studi dokumen. 
2. Penelitian hukum empiris, yakni menggunakan studi kasus hukum 
empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah 
hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behaviour) 
sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, sehingga penelitian 
hukum empiris ini berfokus pada identifikasi hukum dan efektivitas 
hukum yang sedang berlaku di dalam masyarakat. Oleh karena itu, 
penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, 
melainkan hasil observasi langsung di lokasi penelitian. 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh Penulis 
pada bab satu, maka dari dua jenis penelitian yang telah disebutkan, 
penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif guna mendapatkan 
hasil penelitian yang relevan. 
  
B. Pendekatan Penelitian 
Macam-macam pendekatan penelitian adalah sebagai berikut:75 
1. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) 
2. Pendekatan Kasus (Case Approach) 
3. Pendekatan Historis (Historical Approach) 
4. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach) 
5. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 
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Penelitian ini menggunakan Pendekatan Undang-Undang, 
Pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Pendekatan Undang-
Undang dilakukan dengan menelaah undang-undang yang berkaitan 
dengan Penyalahgunaan kewenangan dan tindak pidana korupsi. Adapun 
pendekatan historis dilakukan dengan mengkaji latar belakang dan 
perkembangan pengaturan mengenai pemberantasan tindak pidana 
korupsi. Sedangkan yang terakhir adalah pendekatan konseptual, 
pendekatan ini bertitik tolak pada doktrin-doktrin yang berkembang di 
dalam ilmu hukum yang menjelaskan bahwa dengan mempelajari 
pandangan-pandangan dan berbagai doktrin dalam ilmu hukum, Penulis 
akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, 
konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan 
permasalahan yang dihadapi. 
 
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Bahan-bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah:  
1. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang mempunyai kekuatan 
mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum 
primer yang Penulis gunakan adalah Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
2. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang tidak mengikat tetapi 
menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini 
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merupakan hasil pemikiran para ahli yang mempelajari suatu bidang 
tertentu secara khusus guna dapat mengarahkan penelitian yang 
dilakukan oleh penulis.  
 
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi 
kepustakaan (library reserach) yaitu teknik pengumpulan bahan hukum 
yang didasarkan pada literatur atau pustaka dengan menghimpun bahan 
hukum dari telaah studi pustaka seperti aturan-aturan hukum, buku-buku, 
jurnal, artikel, koran dan karya para pakar yang berfungsi untuk 
menguraikan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna 
memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian ini. 
 
E. Analisis Bahan Hukum 
Bahan hukum yang telah terhimpun akan dianalisis menggunakan 
Content Analysis untuk mendapatkan kesimpulan. Content Analysis 
merupakan metode analisis yang integratif dan secara konseptual 
cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasikan, mengolah, 








A. Penyalahgunaan Kewenangan dalam Tindakan Pemerintah 
1. Asas Legalitas 
Hukum yang dibangun untuk memberikan kemanfaatan 
(doelmatigheid) bagi para pelaku hukum digerakkan oleh pemerintah 
dalam bentuk kebijakan guna memberikan kepastian hukum 
(rechtmatigheid) bagi para penggunanya. Kebijakan yang didasari oleh 
doelmatigheid untuk mewujudkan rechtmatigheid tersebut dilaksanakan 
oleh pemerintah berdasarkan asas legalitas. 
Secara historis, asas legalitas berasal dari pemikiran hukum abad 
ke-19 yang berjalan seiring dengan keberadaan negara hukum klasik atau 
negara hukum liberal (de liberale rechtsstaatidee) dan dikuasai oleh 
berkembangnya pemikiran hukum legalistik-positivitik, terutama pengaruh 
hukum legisme, yang menganggap hukum hanya apa yang tertulis dalam 
undang-undang. Di luar undang-undang dianggap tidak ada hukum atau 
bukan hukum.76  
Pada mulanya asas legalitas dikenal dalam penarikan pajak oleh 
negara. Di Inggris terkenal ungkapan; “No taxation without 
representation”, tidak ada pajak tanpa (persetujuan) parlemen, atau di 
Amerika ada ungkapan; “Taxation without representation is robbery”, 
pajak tanpa persetujuan parlemen adalah perampokan. Hal ini berarti 
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penarikan pajak hanya boleh dilakukan setelah adanya undang-undang 
yang mengatur pemungutan dan penentuan pajak. Asas ini dinamakan 
juga dengan kekuasaan undang-undang (de heerschappij van de wet).77 
Dalam bidang Hukum Administrasi Negara, asas legalitas memiliki 
makna, “Dat het bestuur aan de wet is onderworpen” (bahwa pemerintah 
tunduk pada undang-undang) atau “Het legaliteitbeginsel houdt in dat alle 
(algemene) de burgers bindende bepalingen op de wet moeten berusten” 
(asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat 
warga negara harus didasarkan pada undang-undang). Asas legalitas ini 
merupakan prinsip negara hukum yang sering dirumuskan dengan 
ungkapan “Het beginsel van wetmatigheid van bestuur” yakni prinsip 
keabsahan pemerintahan.78  
Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan 
gagasan negara hukum (het democratish ideaal en het rechtstaatsideaal). 
Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan 
berbagai keputusan mendapat persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak 
mungkin memerhatikan kepentingan rakyat. Sedangkan gagasan negara 
hukum menuntut agar penyelenggaraan urusan kenegaraan dan 
pemerintah harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan 
jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat.79  
H.D. Stout dengan mengutip pendapat Verhey, mengemukakan 
bahwa het beginsel van wetmatigheid van bestuur mengandung tiga 
                                                           
     
77
 Ibid. h. 90-91. 
     
78
 Ibid. 
     
79
 Ibid. h. 94. 
48 
aspek, yakni aspek negatif, aspek formal-positif, dan aspek materiil-positif. 
Aspek negatif menentukan bahwa tindakan pemerintah tidak boleh 
bertentangan dengan undang-undang. Aspek formal positif menentukan 
bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang 
diberikan undang-undang. Sedangkan aspek materiil-positif menentukan 
bahwa undang-undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan 
pemerintahan. Jadi, kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-
undangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya ditentukan normanya 
oleh undang-undang sehingga pelaksanaannya menjadi bersifat absolut.80  
Dengan demikian asas legalitas berarti upaya mewujudkan duet 
integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham 
kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualitas selaku pilar-pilar 
yang sifat hakikatnya konstitutif. Jadi, asas legalitas menjadi dasar 
legitimasi tindakan pemerintah dan jaminan perlindungan dari hak-hak 
rakyat. 
 
2. Freies Ermessen atau Pouvoir Discretionnaire (Diskresi) 
“if the government has decided on certain action - to give grants 
and loans to firm, to encourage export, to abolish pay beds in 
hospitals, to ensure that secondary education is organised on the 
comprehensive principles, to hold a referendum and so on – it will 
have to ask itself whether it needs statutory authority to do it. It can 
do many things without having to rely on such authority. It can 
enter into contracts, it can conduct foreign affairs and sign treaties, 
... It can, like any other employer, direct the work employees. It can 
send troops to Suez and bring them back. It can create new 
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institutions by the grant of a charter or by purely administrative 
action. All these it can do without having to get the prior 
consent of parliament whether by Act or otherwise”.81 
 
(Jika pemerintah telah memutuskan untuk melakukan tindakan 
tertentu – memberikan bantuan dan pinjaman pada perusahaan, 
mendorong ekspor, membebaskan biaya perawatan di rumah sakit, 
menjamin pendidikan lanjutan yang diatur berdasarkan prinsip-
prinsip umum, melaksanakan pemilihan umum dan sebagainya – ia 
akan menanyakan pada dirinya apakah ia memerlukan 
kewenangan menurut undang-undang untuk melaksanakannya. 
Pemerintah dapat melakukan banyak hal tanpa harus 
menyandarkan pada kewenangan seperti itu. Pemerintah dapat 
membuat kontrak, melaksanakan urusan luar negeri, dan 
menandatangani perjanjian, ... Pemerintah dapat, seperti halnya 
pengusaha lainnya, mengarahkan pekerjaan para pegawai. 
Pemerintah dapat mengirim pasukan ke Suez dan mengembalikan 
mereka. Pemerintah dapat membuat institusi baru dengan jaminan 
anggaran dasar atau melalui tindakan administrasi belaka. 
Pemerintah dapat melakukan semua itu tanpa terlebih dahulu harus 
mendapatkan izin parlemen apakah melalui undang-undang 
ataupun lainnya). 
 
Demikianlah yang telah diuraikan Foulkes dalam bukunya 
Introduction to Administrative Law. Secara garis besar, penyelenggaraan 
pemerintahan yang didasarkan pada asas legalitas, yang berarti 
didasarkan pada undang-undang (hukum tertulis), dalam praktiknya tidak 
memadai apalagi di tengah masyarakat yang memiliki tingkat dinamika 
yang tinggi. Hal ini karena hukum tertulis senantiasa mengandung 
kelemahan-kelemahan sebagaimana yang dikemukakan oleh Bagir 
Manan, yang menerangkan bahwa hukum tertulis memiliki berbagai cacat 
bawaan dan cacat buatan. Lebih lanjut disebutkan: 
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“sebagai ketentuan tertulis (written rule) atau hukum tertulis (written 
rule), peraturan perundang-undangan mempunyai jangkauan yang 
terbatas – sekadar “moment opname” dari unsur-unsur politik, 
ekonomi, sosial, budaya, dan hankam yang paling berpengaruh 
pada saat pembentukan, karena itu mudah sekali aus (out of date) 
bila dibandingkan dengan perubahan masyarakat yang semakin 
menyepat atau dipercepat (change). Pembentukan peraturan 
perundang-undangan khususnya undang-undang dapat 
dipersamakan sebagai pertumbuhan deret hitung, sedangkan 
perubahan masyarakat bertambah seperti deret ukur. Kelambanan 
pertumbuhan peraturan perundang-undangan yang merupakan 
cacat bawaan ini dapat pula semakin diperburuk oleh berbagai 
bentuk cacat buatan, yang timbul akibat masuk atau 
dimasukkannya berbagai kebijakan atau tindakan yang 
mengganggu peraturan perundang-undangan sebagai sebuah 
sistem”.82 
 
Adanya kelemahan dalam hukum tertulis ini berarti pula adanya 
kelemahan dalam penerapan asas legalitas, karena itu penyelenggaraan 
kenegaraan dan pemerintahan dalam suatu negara hukum diperlukan 
persyaratan lain agar kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan 
kemasyarakatan berjalan dengan baik dan bertumpu pada kepastian, 
kemanfaatan dan keadilan. Persyaratan lain inilah yang selanjutnya 
mengakomodir kelemahan-kelemahan penggunaan asas legalitas dalam 
sebuah praktik tindakan pemerintah yang selanjutnya disebut dengan 
Freies Ermessen atau Pouvoir Discretionnaire (Diskresi). 
Secara bahasa Freies Ermessen berasal dari Bahasa Jerman. 
Freies artinya orang yang bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka. 
Sedangkan Ermessen artinya menilai, menduga, mempertimbangkan.83 
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Freies Ermessen berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, 
menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Kemudian, Pouvoir 
Discretionnaire berasal dari Bahasa Prancis. Pouvoir memiliki makna 
kekuasaan, kemampuan, pengaruh, wewenang.84 Discretionnaire 
bermakna bersikap sopan santun atau menyikapi keadaan.85 Istilah ini 
kemudian secara khas digunakan dalam bidang pemerintahan. 
Freies Ermessen atau Pouvoir Discretionnary diartikan sebagai 
salah satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi pejabat atau 
badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus 
terikat sepenuhnya pada undang-undang.86 Berikut penjelasan mengenai 
definisi Freies Ermessen atau Pouvoir Discretionnary yang diutarakan 
beberapa ahli hukum administrasi negara:87   
1. Thomas J. Aaron 
Di dalam bukunya yang berjudul The Control of Policy Discrettion, 
Thomas J. Aaron mendefinisikan diskresi: “... is a power or authority 
confered by the law to act on the basic of judgement or conscience, 
and it use more an idea of morals than law”. 
2. Stanley de Smith 
 “...., implies power to choose between alternative courses of action”. 
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3. Prajudi Atmosudirdjo 
Dengan penekanan argumentasi bahwa administrasi negara tidak 
boleh menolak mengambil keputusan hanya karena tidak ada 
peraturannya. Prajudi Atmosudirdjo mengartikan diskresi sebagai: “.... 
kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat 
administrasi negara yang berwenang dan berwajib menurut 
pendapatnya sendiri”. 
Definisi lain yang hampir senada dikemukakan oleh Nata saputra, 
yakni suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi, yaitu 
kebebasan yang pada asasnya memperkenankan alat administrasi negara 
mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan (doelmatigheid) 
daripada berpegang teguh kepada ketentuan hukum,88 atau kewenangan 
yang sah untuk untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna 
melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kepentingan umum.89 
Bachsan Mustafa menyebutkan bahwa, freies ermessen diberikan kepada 
pemerintah mengingat fungsi pemerintah atau administrasi negara yaitu 
menyelenggarakan kesejahteraan umum yang berbeda dengan fungsi 
kehakiman untuk menyelesaikan sengketa antar penduduk. Keputusan 
pemerintah lebih mengutamakan pencapaian tujuan atau sasarannya 
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(doelmatigheid) daripada sesuai dengan hukum yang berlaku 
(rechtmatigheid).90  
Meskipun pemberian Freies Ermessen kepada pemerintah atau 
administrasi negara merupakan konsekuensi logis dari konsepsi welfare 
state, akan tetapi dalam kerangka negara hukum, freies ermessen ini tidak 
dapat digunakan tanpa batas. Atas dasar itu, Sjahran Basah 
mengemukakan unsur-unsur freies ermessen dalam suatu negara hukum 
yaitu sebagai berikut:91    
1. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan publik; 
2. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara; 
3. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum; 
4. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri; 
5. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-
persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba; 
6. Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral 
kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum. 
Freies Ermessen ini muncul sebagai alternatif untuk mengisi 
kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas 
wetmatigheid van bestuur). Bagi negara welfare state, asas legalitas saja 
tidak cukup untuk dapat berperan secara maksimal dalam melayani 
kepentingan masyarakat, yang berkembang pesat sejalan dengan 
perkembangan ilmu dan teknologi. Menurut Laica Marzuki, freies 
                                                           
     
90
 Bachsan Mustafa, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Citra Aditya Bakti: 
Bandung, 1990, h. 55. 
     
91
 Ridwan H.R, Op. Cit., h. 170-171. 
54 
ermessen merupakan kebebasan yang diberikan kepada tata usaha 
negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sejalan dengan 
meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang harus diberikan tata usaha 
negara terhadap kehidupan sosial ekonomi para warga yang kian 
kompleks. Freies Ermessen merupakan hal yang tidak terelakkan dalam 
tatanan tipe negara kesejahteraan modern. Era globalisasi sesudah tahun 
2000 menjadikan tata usaha negara semakin memperluas penggunaan 
freies ermessen yang melekat pada jabatan publiknya.92  
Di dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, freies ermessen 
dilakukan oleh administrasi negara dalam hal-hal sebagai berikut:93 
1. Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
penyelesaian in concreto terhadap suatu masalah tertentu, padahal 
masalah tersebut menuntut penyelesaian yang segera. Misalnya 
dalam menghadapi suatu bencana alam ataupun wabah penyakit 
menular, maka aparat pemerintahan harus segera mengambil 
tindakan yang menguntungkan bagi negara maupun bagi rakyat, yang 
mana tindakan tersebut semata-mata timbul atas prakarsa sendiri. 
2. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat 
pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya. 
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3. Adanya delegasi perundang-undangan, maksudnya aparat 
pemerintah diberi kekuasaan untuk mengatur sendiri, yang 
sebenarnya kekuasaan itu merupakan kekuasaan aparat yang lebih 
tinggi tingkatannya. Misalnya dalam menggali sumber-sumber 
keuangan daerah, pemerintah daerah bebas untuk mengelolanya 
asalkan sumber-sumber itu merupakan sumber yang sah. 
  Freies Ermessen ini bertolak dari kewajiban pemerintah dalam 
welfare state, yang mana tugas pemerintah yang utama adalah 
memberikan pelayanan umum atau mengusahakan kesejahteraan bagi 
warga negara, di samping memberikan perlindungan bagi warga negara. 
Apabila dibandingkan dengan negara kita, freies ermessen muncul 
bersamaan dengan pemberian tugas kepada pemerintah untuk 
merealisasi tujuan negara seperti yang tercantum dalam alinea keempat 
Pembukaan UUD NRI tahun 1945. Oleh karena tugas utama pemerintah 
dalam konsepsi welfare state itu memberikan pelayanan bagi warga 
negara, maka muncul prinsip “Pemerintah tidak boleh menolak untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan tidak ada 
peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau belum/tidak ada 
peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar kewenangan untuk 
melakukan perbuatan hukum”.94  
Meskipun kepada pemerintah  diberikan kewenangan bebas atau 
freies ermessen, namun dalam suatu negara hukum penggunaan freies 
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ermessen ini harus dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh hukum 
yang berlaku. Penggunaan freies ermessen tidak boleh bertentangan 
dengan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun hukum tidak 
tidak tertulis. Menurut Muchsan pembatasan penggunaan freies ermessen 
adalah sebagai berikut:95 
1. Penggunaan freies ermessen tidak boleh bertentangan dengan sistem 
hukum yang berlaku (kaidah hukum positif); 
2. Penggunaan freies ermessen hanya ditujukan demi kepentingan 
umum. 
Sjachran Basah berpendapat bahwa pelaksanaan freies ermessen 
tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan, “secara moral kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia 
serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan 
kesatuan, demi kepengtingan bersama”. Lebih lanjut Sjachran Basah 
mengatakan bahwa secara hukum terdapat dua batas; batas atas dan 
batas bawah. Batas atas adalah ketaat-asasan ketentuan perundang-
undangan berdasarkan asas taat-asas, yaitu peraturan yang tingkat 
derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang 
tingkat derajatnya lebih tinggi. Sedangkan batas bawah ialah peraturan 
yang dibuat atau sikap tindak administrasi negara (baik aktif maupun 
pasif), tidak boleh melanggar hak dan kewajiban asasi warga. Dapat 
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ditambahkan bahwa freies ermessen itu tidak boleh bertentangan dengan 
kepentingan umum.96 
Freies Ermessen ini hanya diberikan kepada pemerintah atau 
administrasi negara baik untuk melakukan tindakan-tindakan biasa 
maupun tindakan hukum, dan ketika freies ermessen ini diwujudkan dalam 
instrumen yuridis yang tertulis, jadilah ia sebagai peraturan kebijakan. 
Sebagai sesuatu yang lahir dari freies ermessen dan yang hanya 
diberikan kepada pemerintah atau administrasi negara, kewenangan 
pembuat peraturan kebijakan itu inheren  pada pemerintahan. 
 
3. Penyalahgunaan Kewenangan 
Penggunaan wewenang yang didasari oleh asas legalitas (sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan) mengalami dinamisasi seiring 
berkembangnya konsep negara welfare state. Dinamisasi yang terjadi 
melahirkan konsep Freies Ermessen atau Discretionary Pouvoir (diskresi) 
yakni kebebasan kebijakan dan kebebasan penilaian. Hal ini sesuai 
dengan kebutuhan negara welfare state yang tidak bergantung pada asas 
legalitas semata tetapi turut berorientasi pada keefektifan tujuan dari nafas 
peraturan perundang-undangan itu sendiri. Namun, kebebasan yang 
diperoleh oleh para pejabat administrasi dari konsep diskresi tersebut 
memberikan ruang yang lebih besar pula untuk terjadinya 
penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan tersebut 
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dilakukan dengan berbagai bentuk yang selanjutnya akan dibahas dalam 
pembahasan ini.  
Untuk membangun konsep pemikiran tentang Penyalahgunaan 
Kewenangan dalam Tindakan Pemerintah, dalam bab ini penulis akan 
memaparkan bentuk-bentuk penggunaan wewenang (yang mana dua 
diantaranya telah dijelaskan sebelumnya yaitu: penggunaan wewenang 
dengan asas legalitas dan penggunaan wewenang secara diskresi); 
aspek-aspek dalam penggunaan wewenang tersebut; hingga terjadinya 
indikasi penyalahgunaan kewenangan (beserta berbagai bentuknya) serta 
parameternya yang diolah dari berbagai bahan hukum. Berikut bagan 
penggunaan kewenangan. 
   
                                        
  
 
        
                                                         
            
         
 
             
                 












Kewenangan yang diperoleh dari sumbernya (atribusi, delegasi, 
mandat), selanjutnya dilaksanakan dalam berbagai bentuk 
penggunaannya. Terdapat 5 (lima) bentuk penggunaan wewenang, 
yang mana 3 (tiga) diantaranya merupakan bentuk 
penyalahgunaan kewenangan yaitu: Detournement de Pouvoir, 
Willekeur, dan Onbevoegd. 
 
a. Detournement de Pouvoir 
Detournement de Pouvoir berasal dari Bahasa Prancis. 
Detournement memiliki makna penyimpangan, penyelewengan, dan 
penyalahgunaan. Sedangkan Pouvoir memiliki makna kekuasaan, 
kemampuan, pengaruh, dan wewenang. Jadi istilah Detournement de 
Pouvoir dapat dimaknai sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang.97   
Dalam hukum administrasi Negara, setidaknya ada 3 (tiga) konsep 
Detournement de Pouvoir yang menjadi rujukan para ahli dan sarjana, 
yakni konsep dari Mariette Kobussen, Schrijvers dan Smeets, serta 
Philipus M. Hadjon. Mariette Kobussen dalam bukunya yang berjudul De 
Vrijheid Van De Overheid mengembangkan konsep Detournement de 
Pouvoir dengan tolok ukur atau parameter yaitu, asas spesialitas 
(specialiteitbeginsel).98 Secara substansial specialiteitbeginsel 
mengandung makna bahwa setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu. 
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Sejalan dengan hal tersebut, dalam disiplin ilmu hukum administrasi 
negara dikenal asas zuiverheid van oogmerk yang memiliki makna 
ketajaman arah atau tujuan. Penyimpangan terhadap asas tersebutlah 
yang melahirkan perbuatan Detournement de Pouvoir. 
Menurut Schrijvers dan Smeets, “Een bestuursorgaan mag en door 
de wet toegekende bevoegdheid allen gebruiken voor het doel dat de 
wetgever vor ogen had. Gebruik voor persoonlijke of andere doeleinden is 
dus verboden. Detournement de Pouvouir is dus handelen in strijd met het 
specialiteitbeginsel”. (Organ Pemerintah hanya boleh menggunakan 
wewenang yang diberikan pembuat undang-undang untuk suatu tujuan 
yang telah ditetapkan. Penggunaan wewenang untuk tujuan lain atau 
orang lain adalah dilarang. Dengan demikian, penyalahgunaan wewenang 
adalah melakukan tindakan yang bertentangan dengan asas 
spesialitas).99 Misalnya, kewenangan untuk menyelenggarakan 
transportasi dengan menggunakan sistem kereta api, kemudian dalam 
pelaksanaannya menggunakan transportasi dengan sistem bus.  
Menurut Philipus M. Hadjon, penyalahgunaan kewenangan 
haruslah dibuktikan secara faktual bahwa pejabat telah menggunakan 
wewenangnya untuk tujuan lain. Terjadinya penyalahgunaan kewenangan 
bukanlah karena suatu kealpaan, melainkan secara sadar mengalihkan 
tujuan dari pemberian wewenang tersebut. Pengalihan tujuan tersebut 
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didasarkan pada kepentingan pribadi, baik dirinya sendiri atau untuk orang 
lain.100 
Berdasarkan pendapat Mariette Kobussen, Schrijvers dan Smeets, 
serta Philipus M. Hadjon terkandung pengertian yang sama untuk 
menyikapi tindakan pemerintah yang dinilai sebagai Detournement de 
Pouvoir yaitu pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang 
tersebut diberikan, dalam hal ini asas spesialitas.101 
 
Asas Spesialitas 
Asas Spesialitas merupakan suatu asas yang menjadi yang 
menjadi landasan bagi kewenangan pemerintah untuk bertindak dengan 
mempertimbangkan pada suatu tujuan. Setiap kewenangan pemerintah 
(bestuurs bevoegdheid) diatur oleh peraturan perundang-undangan 
dengan suatu tujuan tertentu yang pasti. Dari sudut hukum administrasi 
specialiteitbeginsel dinyatakan sebagai suatu rangkaian peraturan yang 
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berkaitan dengan kepentingan umum tertentu.102 Di dalam penggunaan 
wewenang, pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan terkait 
yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Jika ketentuan 
tujuan itu tidak ada, maka akan lahirlah suatu keadaan bahwa 
berdasarkan peraturan tertentu sebuah tingkah laku harus disetujui, 
sedangkan berdasarkan peraturan lain tingkah laku tersebut harus 
dilarang. Dalam kondisi seperti ini pengambilan keputusan dengan 
mempertimbangkan kepentingan yang lain, maka asas legalitas tidak 
memadai untuk digunakan sebab pemerintah bertindak di luar ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Selain itu, akan memicu timbulnya 
penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah atau Detournement de 
Pouvoir. 
Dalam konteks pemerintah dituntut untuk melakukan tindakan 
tertentu kendati peraturan perundang-undangannya kurang memadai, 
penyalahgunaan kewenangan dalam kaitannya dengan “beleidvrijheid” 
(discretionary power, freies ermessen) harus didasarkan dengan asas 
spesialitas yang melandasi kewenangan itu sendiri. Asas spesialitas 
tersebut memberikan makna terhadap tujuan dari suatu wewenang. 
Dengan demikian, penyalahgunaan kewenangan dalam konteks 
Detournement de Pouvoir terjadi apabila penggunaan wewenang itu 
menyimpang dari tujuan. 
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Hubungan Asas Spesialitas dengan Asas Legalitas 
Asas legalitas merupakan asas universal karena merupakan 
perwujudan hak asasi manusia. Dalam hukum pidana dikenal dengan 
“nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”, dalam hukum 
administrasi dikenal dengan “wetmatigheid van het bestuur”. 
Specialiteitbeginsel merupakan onderdeel dari legaliteitbeginsel, maka 
specialiteitbeginsel masih memiliki hubungan dengan asas legalitas. Asas 
legalitas dalam pemerintahan menjadi dasar legitimasi tindakan 
pemerintah dalam mengambil kebijakan. Namun, kebijakan yang diambil 
tidak urung menimbulkan kekakuan sebagai dampak peraturan 
perundang-undangan yang terkadang memiliki muatan inconcreto. 
Selanjutnya, disinilah kewenangan diskresi berlaku. 
Kewenangan diskresi bisa terjadi karena peraturan perundang-
undangan tidak mengatur kewenangan pemerintah sama sekali atau bisa 
terjadi pula peraturan perundang-undangan mengandung norma yang 
samar (vage norm) dalam pemberian wewenangnya. Hal yang pertama 
biasanya terjadi dalam kaitan dengan situasi yang mendesak dan sangat 
perlu untuk segera mengambil suatu kebijakan namun landasan hukum 
untuk bertindak tidak ada, padahal hakikatnya pemerintahan tidak boleh 
berhenti ibaratnya dalam sedetikpun.103 
Dalam kondisi demikian diatas maka tindakan yang berada diluar 
jangkauan peraturan perundang-undangan namun tetap dengan tujuan 
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yang sama dengan peraturan perundang-undangan (asas legalitas) 
tersebut memasuki ranah asas spesialitas dengan sendirinya sehingga 
pengujian terhadap penyalahgunaan wewenang (dalam konteks 
Detournement de Pouvoir) yang menjadi pembahasan kita dalam karya 
ilmiah ini menjadi asas spesialitas.   
 
Hubungan Asas Spesialitas dengan AAUPB  
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) merupakan 
konsep yang terbuka oleh karenanya asas tersebut berkembang dan 
disesuaikan dengan ruang dan waktu dimana konsep itu berada. AAUPB 
berkembang menurut praktik khusus melalui putusan peradilan. AAUPB 
sebagai aturan yang tidak tertulis dipandang sebagai etika yang hidup dan 
berkembang dalam lingkungan hukum administrasi. Dalam praktik 
penyelenggaraan pemerintahan AAUPB meliputi antara lain: larangan 
penyalahgunaan kewenangan (Detournement de Pouvoir); dan larangan 
sewenang-wenang (willekeur).104 
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Selanjutnya, Detournement de Pouvoir dapat diindikasikan pada 
suatu tindakan pemerintah apabila tindakan pejabat administrasi tersebut 
telah menyimpang dari tujuan pemberian wewenang tersebut. Hal ini 
tentunya bertentangan dengan asas spesialitas dalam konteks umum dan 
bertentangan dengan asas larangan penyalahgunaan wewenang dalam 
konteks AAUPB.        
 
b. Willekeur 
Dalam melaksanakan aktivitasnya, para pejabat tidak semata-mata 
berpeganga pada asas legalitas. Sebagai bentuk dari efisiensi dan 
efektivitas terhadap penyelenggaraan tugasnya, para pejabat dapat 
menggunakan diskresi. Secara etimologis, diskresi mengandung arti 
bersikap sopan santun atau menyikapi keadaan.105 Selain itu, diskresi 
juga mengandung arti memilih diantara dua atau lebih pilihan.106 Diskresi 
ini pada gilirannya melahirkan kebebasan mengambil kebijakan 
(beleidsvrijheid)  dan kebebasan mempertimbangkan 
(beoordelingsvrijheid). 
Konsep sewenang-wenang (willekeur) umumnya berkenaan 
dengan kewenangan diskresi tersebut. Willekeur berasal dari Bahasa 
Jerman, yang memiliki makna kesewenang-wenangan.107 D.J. Gallingan 
mengatakan bahwa sewenang-wenang itu terkait dengan pemberian 
alasan dalam proses pengambilan keputusan, dan dianggap sebagai 
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antitesis dari tindakan yang masuk akal.108 Rasionalitas merupakan syarat 
mendasar dalam setiap pengambilan keputusan, khususnya yang 
didasarkan pada diskresi. Sehubungan bahwa konsep sewenang-wenang 
itu berkenaan dengan pertimbangan akal sehat, maka unsur sewenang-
wenang itu diuji dengan asas rasionalitas atau kepantasan (redelijk). 
Suatu tindakan dikategorikan mengandung unsur sewenang-wenang, jika 
tindakan itu secara nyata tidak masuk akal sehat atau tidak beralasan 
(kennelijk onredelijk).  
 
c. Onbevoegd 
Onbevoegd atau melampaui wewenang pada esensinya adalah 
tidak berwenang. Legaliteitbeginsel memberikan makna bahwa segala 
tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-
undangan atau wewenang. Seorang pejabat yang melakukan tindakan 
hukum tanpa wewenang, maka tindakannya adalah batal demi hukum 
(nietig van rechtswege). E. Utrecht memberikan contoh sebagai berikut: 
“Pada tahun 1960 di Kota Kopenick, seorang tukang sepatu yang 
berpakaian kapten tentara Jerman menyuruh dua belas orang prajurit 
Jerman yang kebetulan melancong di sekitar Gedung Kotapraja, menculik 
walikota dan fiskus pajak”.109 
Ada tiga kemungkinan tidak berwenang (onbevoegd); pertama, 
tidak berwenang dari segi wilayah (onbevoegdheid ratione loci); kedua, 
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tidak berwenang dari segi waktu (onbevoegdheid ratione temporis); ketiga, 
tidak berwenang dari segi materi (onbevoegdheid ratione materie). P. de 
Haan dan kawan-kawan menyebutkan onbevoegdheid itu mencakup 
onbevoegdheid absolut, yaitu berkenaan dengan substansi wewenang 
atau suatu urusan, dan onbevoegdheid relatieve yaitu berkenaan dengan 
waktu dan tempat. Menurutnya, onbevoegdheid yang berkenaan dengan 
substansi wewenang atau suatu urusan itu terkait dengan persoalan 
atribusi, delegasi, dan mandat. Onbevegdheid yang berkenaan dengan 
tempat, terkait dengan desentralisasi teritorial (misalnya, bukan 
Kabupaten A tetapi Kabupaten B yang berwenang) atau terkait dengan 
dekonsentrasi dari aparat pegawai pemerintah pusat (misalnya, bukan 
pemeriksaan A tetapi pemeriksaan B). Onbevoegdheid yang berkenaan 
dengan waktu adalah suatu urusan dimana dalam hal pengambilan atau 
pembentukan keputusannya tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan 
dalam peraturan perundang-undangan. 
 
4. Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah 
Setiap tindakan hukum pemerintah mengandung makna 
penggunaan kewenangan, maka didalamnya tersirat adanya kewajiban 
pertanggungjawaban (geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid). 
Tindakan hukum pemerintah dituangkan dalam dan dipergunakan 
beberapa instrumen hukum dan kebijakan seperti peraturan perundang-
undangan (regeling), peraturan kebijakan (beleidsregel), dan keputusan 
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(beschikking). Di samping itu, pemerintah juga sering menggunakan 
instrumen hukum keperdataan seperti perjanjian dalam menjalankan 
tugas-tugas pemerintahan. Setiap penggunaan wewenang dan penerapan 
instrumen hukum oleh pejabat pemerintahan pasti menimbulkan akibat 
hukum, karena memang dimaksudkan untuk menimbulkan hubungan 
hukum dan akibat hukum. Hubungan hukum ini ada yang bersifat internal, 
yakni hubungan hukum di dalam atau antar instansi pemerintahan, dan 
hubungan hukum eksternal, yakni hubungan hukum antara pemerintah 
dengan warga negara.110   
Dalam perspektif hukum publik, yang melakukan tindakan hukum 
adalah jabatan (ambt) yakni suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan 
sendiri yang dibentuk untuk waktu yang lama dan kepadanya diberikan 
tugas dan wewenang. Tindakan jabatan itu dilakukan oleh wakil yang 
disebut pejabat (ambtsdrager). Pejabat ini adalah seseorang yang satu 
sisi sebagai manusia, yang dapat bertindak dalam bidang perdata dan 
terikat pada ketentuan hukum perdata, dan di sisi lain sebagai “pejabat”, 
yang bertindak untuk dan atas nama jabatan serta terikat pada ketentuan 
hukum publik. Dengan demikian, tindakan hukum yang dijalankan  oleh 
pejabat dalam rangka menjalankan kewenangan jabatan atau melakukan 
tindakan hukum untuk dan atas nama jabatan, maka tindakannya itu 
dikategorikan sebagai tindakan hukum jabatan.111 
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Pejabat yang telah bertindak sesuai dengan perintah jabatan, 
sementara pejabat yang bertindak bukan dalam rangka jabatan atau di 
luar kewenangan yang ada pada jabatan, maka tidak disebut sebagai 
pejabat. Wakil telah bertindak tidak sesuai dengan “perintah” yang 
diwakili. Pemilahan ini agaknya sederhana dan mudah dipahami. Hanya 
saja dalam implementasinya ternyata tidak sederhana. Karena meskipun 
telah jelas bahwa “pejabat” itu adalah pihak yang melakukan tindakan 
hukum publik atas dasar kewenangan yang ada pada jabatan, tetapi 
pejabat itu adalah manusia yang ketika mengeluarkan suatu kebijakan 
sudah pasti menggunakan pikiran dan pertimbangan. 
Dalam tulisan Kranenburg dan Vegting, terhadap persoalan 
pertanggungjawaban pejabat tersebut ada dua teori; pertama, fautes 
personnales, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak 
ketiga itu dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah 
menimbulkan kerugian; kedua, fautes de services, yaitu teori yang 
menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga itu dibebankan pada 
instansi dari pejabat yang bersangkutan. Berdasarkan teori pertama, 
beban tanggungjawab ditujukan pada pejabat selaku pribadi 
(privepersoon), sedangkan menurut teori kedua dibebankan kepada 
jabatan.112 
  Menurut F.R. Bothlingk, “Dat zowel de vertegenwoordiger als de 
vertegen-woordigde dader is, wil nog niet gezegd zijn, dat nu ook aan 
                                                           




berden toerekening plaats vindt” (Baik wakil maupun yang diwakili adalah 
pelaku, namun tidak berarti bahwa keduanya mempunyai tanggungjawab). 
Lebih lanjut disebutkan, “Betreft het een rechtshandeling, dat ligt het 
antwoord voor de hand. Een rechtshandeling is een wilsverklaring en 
toerekening daarvan geschiedt uitsluitend aan degeen wiens wil zij 
verklaart, derhalve aan de vertegenwoordigde. De vertegenwoordiger 
heeft zijn eigen wil niet verklaard, voor toerekening aan hem is dus geen 
plaats” (berkenaan dengan perbuatan hukum, jawabannya jelas. 
Perbuatan hukum adalah pernyataan kehendak dan tanggungjawab 
secara khusus tertuju kepada pihak yang kehendaknya dinyatakan, yakni 
pihak yang diwakili. Wakil tidak menyatakan kehendaknya sendiri, karena 
itu meletakkan tanggungjawab kepadanya tidak pada tempatnya).113 
Berdasarkan teori perwakilan dan tindakan hukum dalam bidang publik, 
jelaslah bahwa pemikul tanggungjawab itu adalah jabatan. Oleh karena 
itu, ganti rugi juga dibebankan kepada instansi/jabatan, bukan kepada 
pejabat selaku pribadi. 
Namun, terhadap pernyataan diatas terdapat beberapa perbedaan 
pendapat. Pejabat adalah manusia dengan segala kelemahan dan 
kekurangannya. Kesalahan dan kekeliruan dalam pengambilan kebijakan 
itu berasal dari pribadi pejabat, bukan dari jabatan. Pada prinsipnya 
kewenangan, tugas, dan fungsi yang melekat pada jabatan itu tidak 
pernah dimaksudkan untuk diimplementasikan secara salah dan keliru. 
                                                           




Pejabat yang telah salah dan keliru dalam pengambilan suatu kebijakan 
sudah sewajarnya dibebani tanggungjawab dan dituntut ganti rugi sebagai 
konsekuensi dari perbuatannya. Mengingat munculnya kesalahan dan 
kekeliruan itu terkait erat dengan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan, 
dan pejabat yang melaksanakannya tidak dapat melepaskan diri 
sepenuhnya dari sifat-sifat kemanusiaannya, maka untuk beban 
tanggungjawab ini perlu dibuat klasifikasi terutama untuk menentukan 
kapan tanggungjwab itu harus ditanggung secara pribadi dan kapan 
dibebankan kepada jabatan atau instansi dimana pejabat berada. 
Kranenburg dan Vegting telah membuat klasifikasi 
pertanggungjawaban tersebut. Dikatakan bahwa pertanggungjawaban itu 
dibebankan kepada jabatan jika suatu perbuatan melawan hukum yang 
dilakukan oleh pejabat itu bersifat obyektif, dan pejabat yang 
bersangkutan tidak dibebani tanggungjawab jika tidak ada kesalahan 
subyektif. Sebaliknya pejabat itu dibebani tanggungjawab ketika ia 
melakukan kesalahan subyektif. Dalam kaitan ini, F.R. Bothlingk 
mengatakan; “Alle in dit hoofdstuck genoemde schrijver zijn het erover 
eens, dat de vertegenwoordiger jegens de derde aansprakelijk is, indien 
hij op moreel laakbare wijze of, anders gezegd, met kwade trouw of grove 
zoorgeloosheid handelde” (pejabat bertanggungjawab terhadap pihak 
ketiga, ketika ia melakukan tindakan dengan cara yang secara moral 
tercela atau, dalam ungkapan lain, bertindak dengan iktikad buruk atau 
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lalai serta semberono). Dalam hal demikian, pejabat tersebut telah 
melakukan kesalahan subyektif atau melakukan maladministrasi.114 
Maladministrasi berasal dari Bahasa Latin malum (jahat, buruk, 
jelek) dan administrare (mengurus, melayani), maladministrasi berarti 
pelayanan atau pengurusan yang buruk atau jelek. Berdasarkan Pasal 1 
angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 
Republik Indonesia, yang dimaksud maladministrasi adalah 
“Perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, 
menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi 
tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian 
kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang 
dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang 
menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat 
dan orang perseorangan”. 
 
Dalam Panduan Investigasi untuk Ombudsman Republik, disebutkan dua 
puluh macam maladministrasi, yakni penundaan atas pelayanan (berlarut-
larut), tidak menangani, melalaikan kewajiban, persekongkolan, kolusi dan 
nepotisme, bertindak tidak adil, nyata-nyata berpihak, pemalsuan, 
pelanggaran undang-undang, perbuatan melawan hukum, di luar 
kompetensi, tidak kompeten, intervensi, penyimpangan prosedur, 
bertindak sewenang-wenang, penyalahgunaan wewenang, bertindak tidak 
layak/tidak patut, permintaan imbalan uang/korupsi, penguasaan tanpa 
hak, dan penggelapan barang bukti. Pada dasarnya, tindakan 
maladministrasi itu tidak dapat dirinci secara definitif. Pendeknya, setiap 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang di dalamnya ada unsur 
                                                           




maladministrasi dan merugikan warga negara, tanggungjawab dan 
tanggunggugatnya dibebankan kepada pribadi orang yang melakukan 
tindakan maladministrasi tersebut. 
 Hukum administrasi negara di samping memuat norma 
pemerintahan, yakni norma yang berkenaan dengan tindakan 
pemerintahan dalam hubungannya dengan warga negara di bidang publik, 
juga memuat norma perilaku aparat pemerintahan. Konsep 
maladministrasi berkenaan dengan norma perilaku aparat dalam 
pelaksanaan tugas-tugas publik. Maladministrasi sebagai suatu bentuk 
pelanggaran norma hukum administrasi negara oleh pejabat dan/atau 
pegawai publik, menuntut tanggungjawab bagi pelanggar norma tersebut. 
Sanksi-sanksi dapat diterapkan terhadap pelaku maladministrasi. Di 
samping itu, dapat pula terjadi pejabat itu melakukan tindak pidana. Dalam 
hal pidana, sudah barang tentu penanggungjawabnya adalah pejabat 
secara in persoon. Sebab tidak mungkin jabatan itu melakukan tindak 
pidana. 
 
Pertanggungjawaban Manusia-Pejabat terhadap Jabatannya 
Pejabat adalah manusia yang menjalankan tugas dan kewenangan 
yang melekat pada jabatan. Sebagai manusia, pejabat dapat melakukan 
kekeliruan, kesalahan, dan kekhilafan, atau melakukan kesalahan 
subyektif atau maladministrasi dalam menjalankan tugas dan kewenangan 
jabatan, terutama dalam mengeluarkan kebijakan yang dapat 
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menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dengan merujuk kepada pendapat 
Weterouen, pejabat yang bersangkutan dibebani tanggungjawab intern, 
yakni bertanggungjawab terhadap instansi dimana pejabat tersebut 
berada. Dalam arti dikenakan sanksi yang terdapat dalam hukum 
kepegawaian. Sebagaimana disebutkan F.A.M. Stroink dan J.G. 
Steenbeek ketika membahas penerapan dua jenis hukum yang berbeda 
antara jabatan dan pejabat, pejabat itu selain mewakili jabatan, juga 
sebagai pegawai yang tunduk pada hukum kepegawaian karena itu 
pengenaan sanksi kepegawaian terhadap pejabat yang bersangkutan 
dapat dilakukan. 
 
Penerapan Sanksi Administratif dengan Sanksi Pidana secara  
bersama-sama 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil diterangkan tentang berbagai sanksi 
administratif yaitu: 
a. Penurunan pangkat 
b. Pembebasan dari jabatan 
c. Pemberhentian dengan hormat, dan 
d. Pemberhentian tidak dengan hormat. 
Keempat sanksi diatas adalah bentuk-bentuk dari sanksi administratif 
yang merupakan kumulasi internal. Sanksi tersebut dapat dijatuhkan 
kepada pejabat yang telah melakukan penyalahgunaan kewenangan. 
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Selanjutnya, selain sanksi kumulasi internal terdapat pula sanksi kumulasi 
eksternal. 
Kumulasi eksternal merupakan penerapan sanksi administrasi 
secara bersama-sama dengan sanksi lain, seperti sanksi pidana. Sanksi 
pidana dapat secara bersama-sama diterapkan dengan sanksi 
administrasi, artinya tidak diterapkan prinsip ne bis in idem (tidak dua kali 
mengenai hal yang sama, mengenai perkara yang sama tidak boleh 
disidangkan untuk kedua kalinya) dalam hukum administrasi negara 
karena antara sanksi administrasi dengan sanksi pidana ada perbedaan 
sifat dan tujuan.115  
Ada tiga perbedaan antara sanksi administrasi dengan sanksi 
pidana. Dalam sanksi administrasi, sasaran penerapannya ditujukan pada 
perbuatan, sedangkan dalam dalam pidana ditujukan pada pelaku. Sifat 
sanksi administrasi adalah reparatoir-condemnatoir yaitu pemulihan 
kembali pada keadaan semula dan memberikan hukuman, sanksi pidana 
bersifat condemnatoir. Prosedur penerapan sanksi pidana harus melalui 
proses peradilan sedangkan prosedur penerapan sanksi administrasi 
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B. Penyalahgunaan Kewenangan dalam Tindakan Pemerintah yang 
berimplikasi pada Tindak Pidana Korupsi 
1. Penyalahgunaan Kewenangan (Tindakan Pemerintah) dalam 
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
Untuk membahas “penyalahgunaan kewenangan” dalam tindakan 
pemerintah yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi maka kita perlu 
mengkaji Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
Pasal 3 yang berbunyi: 
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur 
hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. 
 
Jika diteliti ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam 
Pasal 3 diatas, maka akan ditemui beberapa unsur sebagai berikut: 
1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; 
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 
karena jabatan atau kedudukan; 
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.  
Yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya 
dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar 
dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan 
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yang diperolehnya.116 Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan unsur 
“menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah 
sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang 
lain atau suatu korporasi. Di dalam ketentuan tentang tindak pidana 
korupsi yang terdapat di dalam pasal 3, unsur “menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut adalah tujuan dari pelaku 
tindak pidana korupsi. Sejalan dengan hal tersebut, menarik untuk 
menyimak pendapat dari Soedarto ketika Undang-Undang nomor 3 Tahun 
1971 masih berlaku. Soedarto mengemukakan: “ini merupakan unsur 
batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan 
dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara obyektif 
dengan memerhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan 
tersangka.”117 Kemudian, perlu pula diuraikan Putusan Mahkamah Agung 
RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan 
hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” cukup dinilai dari kenyataan 
yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan 
kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.” 
Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” 
tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana 
yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki 
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 R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
Edisi Kedua, Sinar Grafika: Jakarta, 2008, h. 46. 




oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud 
diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut.118 Untuk 
mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi tersebut, dalam Pasal 3 telah ditentukan cara yang harus 
ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan 
menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan 
dari pelaku tindak pidana korupsi.119 
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 Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan 
dari pelaku tindak pidana korupsi adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku 
tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang 
tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh 
pelaku tindak pidana korupsi. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan 
atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah cara kerja atau metode kerja 
yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.    
     
119
 E. Utrecht-Moh. Saleh Djindang menerangkan yang dimaksud dengan “jabatan” 
adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang 
diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang 
dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedang yang 
dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan 
yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan teliti (zoveel mogelijk nauwkeuring 
omschreven) dan yang bersifat duurzaam atau tidak dapat diubah begitu 
saja.(sebagaimana dikutip dalam E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, Pengantar Hukum 
Administrasi Negara Indonesia Cet. IX, Ichtiar Baru: Jakarta, 1990, h. 144.). Khusus 
untuk Pegawai Negeri Sipil yang termasuk pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 
angka 2, di dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 
antara lain disebutkan: Yang dimaksud dengan “jabatan” adalah kedudukan yang 
menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil 
dalam satuan organisasi negara. “Jabatan” dalam lingkungan birokrasi pemerintah 
adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan 
struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas 
ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara 
tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh 
organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan, dan lain-lain yang serupa dengan itu ... 
dan seterusnya. Dari pendapat tersebut, jelaslah pengertian “jabatan” dalam Pasal 3 
hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang 
memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Sedangkan 
yang dimaksud dengan “kedudukan” dalam konteks Pasal 3 adalah berlaku tidak hanya 
pada Pegawai Negeri tetapi juga orang perseorangan swasta. (sebagaimana dikutip R. 
Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi 
Kedua, Sinar Grafika: Jakarta, 2008, h. 46. dalam Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, 
Alumni: Bandung, 1977, h. 142.). Hal ini senada dengan Putusan Mahkamah Agung RI 
tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan 
hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II, dengan menyalahgunakan 
kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana 
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Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah hak dan kekuasaan 
yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.120 Dengan demikian yang 
dimaksud dengan “kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan 
dari pelaku tindak pidana korupsi” adalah serangkaian kekuasaan atau 
hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana 
korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau 
pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.121 Kewenangan tersebut 
adalah kewenangan dari Pegawai Negeri seperti yang dimaksud oleh 
Pasal 1 ayat (2) huruf a, b, c, d, dan e.122 Khusus terhadap pengertian 
kewenangan dari Pegawai Negeri  seperti yang dimaksud oleh Pasal 1 
ayat (2) huruf a, b, dan c perlu diberikan penjelasan lebih lanjut menurut 
konsep Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Dalam 
Hukum Tata Negara, wewenang (bevoegdheid) dideskripsikan sebagai 
kekuasaan hukum (teehtement).123 Sedangkan menurut Marbun adalah: 
                                                                                                                                                                
dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.      
     
120
 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka: Jakarta, 2003, h. 
1272.   
     
121
 R. Wiyono, Op. Cit. h. 47. 
     
122
 Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur 
bahwa: 
“Pegawai Negeri adalah meliputi: 
a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang 
Kepegawaian; 
b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana; 
c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; 
d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima 
bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau 
e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan 
modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.”   
     
123
 R. Wiyono, Op. Cit. h. 47. 
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“Dalam Hukum Administrasi Negara, kewenangan (authority, 
gezag) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap 
segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang 
pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif atau 
dari kekuasaan pemerintah, sedangkan pengertian wewenang 
(competence) hanyalah mengenai onderdil tertentu atau bidang 
tertentu saja. Dengan demikian, wewenang adalah kemampuan 
untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis 
wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh 
undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum 
tertentu”.124 
 
Berhubung wewenang adalah “kemampuan bertindak yang diberikan oleh 
undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum”, maka 
“kewenangan” yang dimaksud oleh Pasal 3 tersebut, tentunya adalah 
kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan yang dipangku oleh 
Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
Selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 
572K/Pid/2003 memberikan pertimbangan hukum terkait kosep 
“kewenangan” dalam Pasal 3, sebagai berikut: 
“Bahwa manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah 
kewenangan atau jabatan dan kedudukan seperti halnya yang 
didakwakan terhadap diri terdakwa ke-1, maka menurut hemat 
Mahkamah Agung, hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan-
pertimbangan hukum atau aspek hukum administrasi negara, di 
mana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggungan jawab jabatan 
(liability jabatan) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip 
pertanggungjawab perseorangan atau individu atau pribadi (liability 
pribadi) sebagaimana berlaku sebagai prinsip dalam hukum 
pidana” 
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 Prajudi Atmosudirdjo, Op. Cit. h. 78. 
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Berdasarkan pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Agung, 
harus dibedakan dan dipisahkan antara pertanggungan jawab jabatan 
dengan pertanggung jawab perseorangan atau individu atau pribadi. 
Dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dalam surat 
dakwaannya dikaitkan dengan kewenangan atau jabatan atau kedudukan 
dari terdakwa sebagai Pegawai Negeri, menurut Mahkamah Agung yang 
diberlakukan adalah pertanggungan jawab jabatan bukan pertanggung 
jawab perseorangan atau pribadi.  
Akan tetapi dalam putusannya Mahkamah Agung tidak sampai 
memberi penjelasan mengenai pengertian pertanggungan jawab jabatan. 
Namun, jika diingat bahwa di dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah 
Agung membedakan dan memisahkan antara pertanggungan jawab 
jabatan dengan pertanggung jawab perseorangan atau individu, maka 
tentunya yang dimaksud oleh Mahkamah Agung dengan pertanggungan 
jawab jabatan adalah pertanggungan jawab yang dibebankan kepada 
pemangku jabatan.125 
Selajutnya untuk mengurai unsur “merugikan keuangan negara” 
haruslah mendudukkan konsep keuangan negara terlebih dahulu. Untuk 
pertama kali pengertian keuangan negara terdapat pada Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 
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 R. Wiyono, Op. Cit. h. 50. 
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Korupsi (UUPTPK), khususnya tercantum dalam Penjelasan Umum bukan 
pada Batang Tubuh UUPTPK. Pengertian keuangan negara menurut 
UUPTPK adalah seluruh kekayaan negara, dalam bentuk apapun, yang 
dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala 
bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul 
karena; 
a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban 
pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; 
b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban 
badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan 
hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga 
berdasarkan perjanjian dengan negara.126 
Setelah itu, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (UUKN) diatur mengenai pengertian keuangan 
negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai 
dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa 
barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan 
hak dan kewajiban.127 
                                                           
     
126
 Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara Edisi Revisi, Rajawali Pers: 
Jakarta, 2013, h. 10. 
     
127
 Dalam pengertian ini terdapat kata “dijadikan milik negara” pada hakikatnya tidak 
sesuai dengan substansi Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Oleh karena UUD NRI 1945 
hanya menempatkan negara sebagai pihak yang menguasai bukan sebagai pemilik yang 
dikonkretkan oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan negara untuk mengelola dan 
bertanggungjawabkan keuangan negara. (sebagaimana dikutip dalam Muhammad Djafar 
Saidi, Hukum Keuangan Negara Edisi Revisi, Rajawali Pers: Jakarta, 2013, h. 10.)    
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 Pengertian keuangan negara dalam Pasal 1 angka 1 UUKN 
memiliki substansi yang dapat ditinjau dalam arti luas maupun dalam arti 
sempit. Keuangan negara dalam arti luas meliputi hak dan kewajiban 
negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara 
yang tidak tercakup dalam anggaran negara. Sementara itu, keuangan 
negara dalam arti sempit hanya terbatas pada hak dan kewajiban negara 
yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara yang 
tercantum dalam anggaran negara untuk tahun yang bersangkutan. 
Keuangan negara sebagai substansi hukum keuangan negara dapat 
ditinjau dari aspek, (1) keuangan negara dalam arti luas, dan (2) 
keuangan negara dalam arti sempit. Hal ini dilakukan untuk memberi 
pemahaman secara yuridis terhadap keuangan negara agar mudah 
dipahami sehingga dapat dibedakan secara prinsipil. Penentuan 
keberadaan keuangan negara dalam arti luas didasarkan pada 
pendekatan yang digunakan dalam merumuskan pengertian keuangan 
negara sebagaimana tercantum pada Penjelasan Umum UUKN sebagai 
berikut:128 
a. Dari sisi objek, keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban 
negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan 
kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan 
negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang 
                                                           




maupun berupa barang yang dapat dijadikan miliki negara berhubung 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut; 
b. Dari sisi subyek, keuangan negara meliputi seluruh obyek 
sebagaimana tersebut diatas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai 
oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan 
negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan 
negara; 
c. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian 
kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana 
tersebut diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan 
keputusan sampai dengan pertanggungjawaban; 
d. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, 
kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan 
dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut diatas dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.  
Pendekatan sebagaimana tersebut melahirkan tolok ukur untuk 
menetapkan substansi keuangan negara dalam arti luas. Penetapan 
keuangan negara dalam arti luas tidak terlepas dari pendekatan yang 
dilakukan secara normatif. Oleh karena itu, keuangan negara dalam arti 
luas meliputi satu kesatuan tidak terpisahkan; a) Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara, b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, c) 
keuangan negara pada Badan Usaha Milik Negara, dan d) Badan Usaha 
Milik Daerah. Dengan demikian, keuangan negara dalam arti luas 
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mengandung substansi tidak terbatas hanya pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara saja. Pada hakikatnya keuangan negara dalam arti 
sempit merupakan bagian keuangan negara dalam arti luas. Dalam 
hubungan dengan negara, keuangan negara dalam arti sempit merupakan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau anggaran negara. 
Substansi keuangan negara dalam arti sempit berbeda dengan substansi 
keuangan dalam arti luas sehingga sehingga keduanya tidak boleh 
dipersamakan secara yuridis. Dengan demikian, substansi keuangan 
negara dalam arti sempit hanya tertuju pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun dalam bentuk undang-
undang.129 
Kerugian keuangan negara terdiri dari dua rumpun kata, yaitu 
kerugian dan keuangan negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
arti rugi adalah: 
a. Terjual tetapi kurang dari modal; 
b. Tidak mendapat laba; 
c. Kurang dari modal karena menjual sesuatu lebih rendah dari harga 
pokok; 
d. Tidak mendapatkan sesuatu yang berguna; 
e. Tidak menguntungkan; 
f. Sesuatu yang kurang baik. 
Adapun (ke)-rugi-(an) dirumuskan sebagai berikut: 
                                                           




a. Menanggung atau menderita rugi; 
b. Sesuatu yang terkait dengan rugi, seperti ganti rugi; 
c. Sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi, seperti kerusakan. 
Dapat disimpulkan, bahwa rugi dapat bersifat material maupun non-
material. Kerugian material adalah kerugian yang dapat diukur dengan 
nilai uang berdasarkan parameter yang obyektif. Selain itu, besarannya 
dapat diuji secara profesional. Adapun kerugian non-material lebih bersifat 
subyektif, sulit diukur dengan mata uang, dan besarannya tidak dapat diuji 
secara profesional. 
Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kerugian negara adalah sesuatu 
yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau tindakan 
penyalahgunaan wewenang yang ada pada seseorang karena jabatan 
atau kedudukannya. 
Di dunia peradilan, arti kerugian keuangan negara, yaitu 
berkurangnya keuangan negara atau bertambahnya kewajiban negara 
tanpa diimbangi prestasi yang disebabkan oleh perbuatan melawan 
hukum. Akibat yang ditimbulkan dari kejahatan korupsi ini dapat 
menghambat pembangunan nasional, merugikan keuangan negara, serta 
perekonomian negara. Kerugian keuangan negara bersumber dari 
berkurangnya keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana (seperti 
korupsi) dan/atau maladministrasi. Kerugian keuangan negara pada 
dasarnya kerugian yang berkaitan dengan kekayaan negara, baik yang 
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dipisahkan maupun tidak (APBN/APBD, ABUMN/ABUMD, dan lain-lain) 
termasuk keuangan suatu badan atau badan hukum yang 
mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari negara atau 
masyarakat untuk kepentingan sosial, kemanusiaan, dan lain-lain.130 
Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur 
pengertian keuangan negara adalah sebagai berikut. 
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara, Pasal 1 butir 22 berbunyi: 
“Kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang atau surat 
berharga dan barang yang nyata serta pasti jumlahnya sebagai akibat 
dari perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun karena 
kelalaian.”131 
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: 
a. Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 memuat tentang kerugian 
keuangan negara sebagai suatu tindak pidana korupsi berikut 
sanksi pidana dan dendanya.  
b. Pasal 32 ayat (1) berbunyi: 
Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau 
lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, 
                                                           
     
130
 Jawade Hafidz Arsyad, Op. Cit., h. 174. 
     
131
 Dalam Pasal 64 menyatakan bahwa: “Bendahara, Pegawai Negeri bukan 
Bendahara, dan Pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara 
atau daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Putusan pidana 
tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.” Pada Pasal 59 sampai dengan Pasal 67 
menguraikan tentang mekanisme tuntutan ganti rugi bagi bendarawan dan non-
bendaharawan di lingkungan PNS. 
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sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, 
maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil 
penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara untuk 
dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang 
dirugikan untuk mengajukan gugatan.132   
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang dan KUHP, tidak satupun pasal yang memuat kata-
kata “kerugian keuangan negara”.    
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 
tidak satupun pasal yang memuat kata-kata “kerugian keuangan 
negara”.  
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengeloaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Bab V Pasal 22 
dan Pasal 23 menjelaskan tentang pengenaan ganti kerugian negara 
oleh bendahara di lingkungan PNS yang penetapannya diterbitkan 
oleh Badan Pemeriksa Keuangan.  
6. KUH Perdata: 
a. Pasal 1366 berbunyi: setiap orang tidak hanya bertanggungjawab 
untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga masuk 
kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kekurang hati-
hatian. 
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 Penjelasan Pasal 32 ayat (1) berbunyi: Yang dimaksud dengan “secara nyata telah 
ada kerugian negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan 
hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. 
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b. Pasal 1367 berbunyi: seorang tidak hanya bertanggungjawab untuk 
kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi 
juga untuk kerugian karena perbuatan orang-orang yang menjadi 
tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang ada 
dibawah pengawasannya. 
  
2. Komparasi Norma Hukum Administrasi dengan Norma Hukum 
Pidana dalam UUPTPK terhadap Kedudukan Hukum Tindakan 
Menyalahgunakan Kewenangan  
Pasal 3 UUPTPK mengatur bahwa: 
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur 
hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” 
 
Dalam penjelasannya, hanya disebutkan bahwa kata “dapat” dalam 
ketentuan tersebut diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2 
UUPTPK.133 Di dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa “Dalam 
ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara 
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 Pasal 2 UUPTPK mengatur bahwa: 
“(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah)” 
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atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi 
merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup  dengan 
dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan 
timbulnya akibat.” Dengan demikian, Pasal 3 merupakan bentuk delik 
yang sama dengan Pasal 2 yaitu Delik Formil. Sebagai dampak dari 
bentuk delik formil tersebut, apabila kita merujuk pada ketentuan dalam 
Pasal 3, maka suatu tindakan hukum seseorang (pejabat) sudah dapat 
diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila pejabat tersebut 
masih dalam tahap “menyalahgunakan kewenangan” meski unsur 
“merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” belum terbukti. 
Pada dasarnya unsur “Menyalahgunakan kewenangan” merupakan 
bentuk dari pelanggaran administratif. Pertanggungjawaban hukum dari 
suatu pelanggaran administratif adalah sanksi administratif, bukan sanksi 
pidana. Namun, dalam rumusan Pasal 3 UUPTPK diketahui bahwa 
seorang pejabat dapat dikenakan sanksi pidana dengan tindakan 
menyalahgunakan kewenangan, tanpa adanya pembuktian atas unsur 
merugikan keuangan negara yang menyertainya.  
Dari silang pendapat kedua norma hukum tersebut, diketahui 
bahwa norma hukum administrasi memberikan pemahaman terhadap 
konsep “menyalahgunakan kewenangan” dalam konteks disipilin ilmu. 
Sedangkan norma hukum pidana memberikan pemahaman terhadap 
konsep “menyalahgunakan kewenangan” dalam konteks pemaknaan 
regulasi atau undang-undang. Seyogiayanya konsep “menyalahgunakan 
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kewenangan” harus didasari pada konteks disiplin ilmu dalam penyusunan 
suatu undang-undang. Sehingga penafsiran terhadap isi undang-undang 
yang ada (termasuk UUPTPK, khususnya Pasal 3) dapat memiliki 
pemahaman yang sejalan dari berbagai perspektif norma hukum. 
 
3. Posisi Hukum “Kebijakan Pemerintah” terhadap Kompetensi 
Lembaga Peradilan 
Secara teoretik jika seorang pejabat yang melakukan tindakan atas 
dasar diskresi atau kebijakan yang bertentangan dengan asas spesialitas 
atau asas rasionalitas dan mengakibatkan kerugian negara, pejabat yang 
bersangkutan akan ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi. 
Hanya saja dalam praktiknya hal ini dihadapkan pada kendala yang rumit 
untuk diselesaikan. Kendala tersebut adalah asas pemisahan atau 
pembagian kekuasaan (machtenscheiding) dalam suatu negara hukum, 
yang menghendaki independensi lembaga-lembaga negara. Dengan kata 
lain, ajaran pemisahan atau pembagian kekuasaan menghendaki agar 
antar lembaga negara itu tidak saling mengintervensi. Prinsip 
machtenscheiding menempatkan organ-organ negara dan pemerintahan 
berjalan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kewenangan 
diskresi atau kebijakan itu melekat pada pemerintah. 
92 
Arifin P. Soeria Atmadja134 mengatakan, “Suatu kebijakan tidak 
mungkin diajukan ke Pengadilan apalagi dikarenakan hukum pidana 
karena dasar hukum kebijakan yang akan menjadi dasar hukum 
penuntutannya tidak ada. Hal ini disebabkan suatu kebijakan pada 
umumnya berjalan tidak seiring atau belum diatur dalam peraturan 
perundang-undangan”. Seorang warga atau badan hukum perdata tidak 
dapat mempermasalahkannya ke hadapan pengadilan tata usaha negara 
karena peraturan kebijakan (beleidsregel) bukan keputusan (ketetapan) 
tata usaha negara. Pengadilan tidak boleh mengadili kebijakan 
(doelmatigheid).135  
Amarullah Salim mengatakan bahwa perbuatan kebijakan 
penguasa tidak termasuk kompetensi pengadilan untuk menilai sesuai 
dengan yurisprudensi ilmu hukum. Hakim tidak boleh mempertimbangkan 
“doelmatigheid” dari suatu perbuatan pemerintah, karena fungsi dan 
kompetensi peradilan dalam suatu negara hukum hanya terbatas pada 
aspek rechtmatigheid atas perbuatan pemerintah. Berkenaan dengan hal 
ini, Belifante mengatakan, “de rechter mag niet op de stoel van de 
administratie gaan zitten, die een eigen verantwoordelijkheid draagt” 
(hakim tidak boleh duduk di atas kursi administrasi, yang memikul 
tanggungjawabnya sendiri). Hal senada dikemukakan oleh Van der Burg; 
                                                           
     
134
 Arifin P. Soeria Atmadja, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum; Teori, Kritik, 
dan Praktik, Rajawali Pers: Jakarta, 2008, h. 198. 
     
135
 Ridwan H. R, Op. Cit., h. 387. 
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“hakim tidak boleh duduk di atas kursi administrasi”.136 Hal itu telah lama 
menjadi ungkapan tetap dalam literatur Hukum Administrasi Negara. 
Dengan ungkapan itu dinyatakan bahwa hakim ketika ia 
memberikan pertimbangan terhadap keputusan dan tindakan administratif 
pemerintah yang diajukan kepadanya, harus menghormati kebijakan 
pemerintah. Hakim tidak boleh menilai lagi pertimbangan kepentingan 
kekuasaan administrasi. 
 
4. Hubungan Hukum antara Kebijakan Pemerintah, 
Penyalahgunaan Kewenangan, dan Tindak Pidana Korupsi 
Pada dasarnya kebijakan yang diambil oleh Pemerintah bersumber 
dari kewenangan diskresi yang dimiliki oleh pemerintah. Kebijakan 
pemerintah bukan merupakan kompetensi pengadilan untuk menilainya 
sesuai dengan yurisprudensi ilmu hukum. Berkenaan dengan hal ini, 
Belifante mengatakan, “de rechter mag niet op de stoel van de 
administratie gaan zitten, die een eigen verantwoordelijkheid draagt” 
(hakim tidak boleh duduk di atas kursi administrasi, yang memikul 
tanggungjawabnya sendiri).  
Adapun pengambilan kebijakan oleh pejabat yang diindikasikan 
merupakan hasil dari suatu proses penyalahgunaan kewenangan maka 
pejabat yang bersangkutan tetap diklasifikasikan sebagai pelanggaran 
administratif yang memiliki sanksi administratif pula. Penyalahgunaan 
                                                           




kewenangan yang dilakukan oleh seorang pejabat selanjutnya diteliti motif 
atau dasar yang melatarbelakangi tindakan penyalahgunaan kewenangan 
yang telah dilakukannya. Alasan inilah yang menjadi entry point lahirnya 
tindak pidana korupsi.  
Tindak pidana korupsi dimaknai sebagai bentuk dari terjadinya dua 
unsur hukum secara bersama-sama. Dua unsur tersebut adalah 
“menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan 
unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. 
Berkenaan dengan hal tersebut, menarik untuk menyimak pendapat dari 
Soedarto, “ini (unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi) merupakan unsur batin yang menentukan arah dari 
perbuatan penyalahgunaan kewenangan”. Apabila motif atau alasan dari 
penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat tersebut adalah untuk 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan 
memberikan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara 
maka pejabat yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi 
yang berakibat adanya sanksi pidana. Berikut skema dari hubungan 
hukum antara Kebijakan Pemerintah, Penyalahgunaan Kewenangan, dan 








TINDAK PIDANA KORUPSI 
Skema 1. Hubungan Kebijakan, Penyalahgunaan Kewenangan, dan 

























sendiri, atau orang lain, 










1. Setiap tindakan hukum pemerintah mengandung makna 
penggunaan kewenangan. Penggunaan kewenangan oleh seorang 
pejabat untuk melakukan tindakan hukum pada dasarnya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan (asas legalitas). 
Selain itu, seorang pejabat juga diberikan ruang gerak untuk 
melakukan tindakan hukum tanpa harus terikat sepenuhnya pada 
undang-undang, hal ini dinamakan diskresi. Namun, penggunaan 
kewenangan secara diskresi oleh seorang pejabat untuk melakukan 
tindakan hukum tidaklah serta merta tanpa batasan-batasan 
tertentu. Seorang pejabat yang melakukan tindakan hukum di luar 
batasan-batasan tersebut akan mengarah pada tindakan 
penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan ini 
terbagi atas tiga bentuk, yakni Detournement de Pouvoir yang diuji 
dengan asas spesialitas; Willekeur yang diuji dengan asas 
rasionalitas; dan Onbevoegd yang diuji dengan asas legalitas atau 
peraturan perundang-undangan. 
2. Perbuatan kebijakan pejabat tidak termasuk kompetensi pengadilan 
untuk menilai sesuai dengan yurisprudensi ilmu hukum. Sekalipun 
kebijakan tersebut hasil dari suatu proses yang diindikasikan telah 
terjadi penyalahgunaan kewenangan, maka kompetensi 
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pengujiannya terletak pada penyalahgunaan kewenangannya itu, 
bukan pada kebijakannya. Penyalahgunaan kewenangan bukanlah 
merupakan suatu tindak pidana, melainkan pelanggaran 
administratif. Adapun tujuan yang mendasari tindakan 
penyalahgunaan kewenangan tersebut karena untuk 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 
dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka 
pejabat tersebut telah melakukan tindak pidana korupsi.  
 
B. Saran 
Diperlukan suatu harmonisasi norma hukum dalam penyusunan 
UUPTPK, khususnya Pasal 3. Pasal 3 UUPTPK dirumuskan sebagai delik 
formil, yang mana suatu tindakan hukum seseorang sudah dapat 
diklasifikasikan sebagai tindak pidana mana kala telah dipenuhinya unsur-
unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan timbulnya akibat. 
Menyimak yang tertuang dalam Pasal 3 tersebut, artinya suatu tindakan 
hukum sudah dapat dinilai sebagai tindak pidana korupsi apabila 
seseorang baru memenuhi unsur “menyalahgunakan kewenangan”, yang 
pada dasarnya unsur “menyalahgunakan kewenangan” tersebut masih 
dalam ranah hukum administrasi sebagai akibat dari pengikatan norma 
hukum administrasi terhadap pejabat dalam melaksanakan aktivitasnya.   
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